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BASI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam upaya untuk menjamln terciptanya persaingan usaha yang sehat, 

maka pada bulan Maret 1999, Presiden Repub1ik Indonesia saat itu) yaitu Prof. Dr. 

B. J. Habibie mengesahkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "UU 

No. 5 T ahun 1999"). UU No. 5/1999 yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) ini didalamnya memuat berbagai iarangan prak:tek berbisnis di 

Indonesia yang merupakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

Guna melakukan penegakan hukum dibidang persaingan usaha, maka 

dibentuklah sebuah lembaga independen yang rnempunyai kewenangun tersebut, 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebui "KPPU") adalah 

lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999, 

sesuai dengan amanat Pasal 30 UU No. 5 Tahun 19991
• Selama ini KPPU selalu 

berupaya untuk melaksanakan tugasnya secara independen dan semata-mata demi 

kepentingan masyarakat luas. bangs:a dan negara, tanpa membedakan siapa yang 

terHbat dalam masalah persaingan usaha tersebut KPPU sebagai lembaga 

independen juga selalu berupaya untuk memberikan pcnilaian terhadap herbagai 

periJaku pelaku usaha dan kebijak:an pemerintah dari kacamata netral. 

Pada tahun pertama dibentuknya KPPU, berbagai laporan yang masuk ke 

KPPU menunjukkan beragam masalah, mulai darl isu korupsi sampai isu 

perburuhan dan HAKI. Hai inl menunjukkan bahwa mas.yarakat kita, terutama 

pelaku usaha, mempunyai kemauan yang kuat untuk mcmpelajari dan mengerti 

tentang praktek monopoli dan persamgan usaha sehingga mampu 

1 KPPU dibentuk ber<lasarktm Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999 
tentang Komisi Pengawas Pcrsaingan Usaha. KPPU merupakan lembaga non structural yang 
terlcpas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Tujuan pembentukan KPPU 
adalah untuk men,gawasi pelaksanaan UU No.5 Tabun 1999. 
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memanfaatkannya untuk mengeliminir hambatan yang menghalangi perturnbuhan 

bisnisnya. 

Seiring dengan perkembangan kineija KPPU, maka berbagai 

permasalahan persaingan usaha semakin disadari keberadaannya oleh masyarakat. 

Kesadaran inl ditandai dengan meningkatnya jumlah laporan yang diterima oleh 

KPPU. Materi laporan yang disampaikan ke KPPU sebagian besar adalah 

mengenai dugaan persekongkolan dalam tender, selain itu juga terdapat laporan 

rnengenai penguasaan pasar, penetapan harga, perjanjian tertutup, monopoli, 

o1igopoli, jual rugi. dan penyalahgunaan posisi dominan, 

Laporan yang berkaitan dengan persekongkolan tender yang diterima oleh 

KPPU sampai dengan April 2005 ada!ah sebanyak !04 !aporan yang me!iputi 

persekongkolan dalam tender yang terjadi di dahun instansi pemerintah 

(pengadaan A TK, infrastruktur, kehutamm. survey, kesehatan, pengadaan alat, 

kendaraan), listrik, migas, pertanian, gula illegal, jasa keamanan, dan teknologi 

infonnasi.2 

Sepanjang Tahun 2006, tercatat 200 laporan yang masuk ke KPPU, yang 

64%nya terkait dengan dugaan persekongkolan tender yang didominasi oleh 

dugaan persekongkolan tender di instansi Pemerintah. Secara lengkap laporan 

yang masuk ke K.PPU diklasifikasikan sebagai berikut:3 

-··-
Klasifikasi Lanoran Prmrentase 

Persekom!imlan Tender 64 
Posisi Dominan l ' Jabatan Rangkap 2 

~ 

' 
Non Yurisdiksi KPPU ll ' 
Penetaoan Hare:a 2 
lnt rasi Vertikal l i 

_g!:ij.Opoli l ' ' 
Kartel l 
Monoooli 8 
Penguasaan P~~-- 7 
Jual Rugi 2 

2 Kom!si Pengawas Persaingan Usaha RepubJik Idunesia, Laporan 5 Tahun KPPU 2000 -
2005; Periade Pengembangan Kefembagaan dan lmp!emeutasi Awal, (Jakarta: KPPU, 2005), haL 
33 

3 Komlsi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Lapotan Tahun 2006, Enam 
Talrun Meletakk.an Fondasi Kefembagaan Persaingan Usaha: Tanfangan Kedepan, (Jakarta: 
KPPU: 2006), hal. l2 
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Gam bar 1. Klasifikasi Laporan Tahun 2006 

Jumlah laporan yang diterima KPPU hingga akhir tahun 2007 menga!arni 

peningkatan. KPPU menerima 244 (dua ratus empat puluh empa!) laporan, yang 

masih didominasi oleh laporan mengenai dugaan persekongkolan tender. Laporan 

lainnya berkaitan dengan permasalahan monopoH, diskriminasi, persekongkolan, 

penetapan ha.rg:a, dan beherapa dugaan pelanggaran lain. Berikut rincian jumlah 

laporan yang diterima oleh KPPU hingga akhir tahun 2007: 4 

Klasifikasi Laporan Prosentase 
Persekong;kolan Tender 75 
Non Yurisdiksi KPPU 4 
Bukan Laporan 2 
Per!aniian yang dilarang 

~··· 

2 
Keniatan yang dilarang 15 -
Posisi Dominan 2 

Gamoor 2. Klasifikasi Laporan Tahun 2007 

Prosentase 

Keglatan yong dil~r.lmg 

o Pruserlese] 

4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republlk Indonesia, Laporan Talmn 2007,Regulatory 
Reform (Jakarta: KPPU: 2007), hal. 75 
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Seperti telah diuraikan di alas, salah satu bentuk yang dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah persekongkolan 

dalam tender yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang dalam UU 

No. 5 Tahun 1999. Prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam tender 

antara lain adaJah transparansi, kompetisi yang efektif dan terbuka, akuntabilitas 

dan non-diskriminatif. Sejalan dengan itu, Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 

mengatur tentang larangan persekongkolan dalam tender yang berbunyi: "Pelaku 

usaha ditarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat•},5 

Persekongko1an dalam tender dapat terjadi melalui kesepakatan­

kesepakatan1 baik tertulis atau tidak tertulls, dan mencakup jangkauan perilaku 

yang luas antara lain penetapan harga secara bersarna antar peserta tender dan 

kolusi dalam tender. Kolusi atau persekongkolan dalarn tender ini bertujuan untuk 

membatasi pesaing potensialnya untuk berusaha dalam pasar bcrsangkutan dengan 

cara menentukan pemenang tender. 

Persekongkolan tender dapat diiakukan secara terang-terangan maupun 

diam-dJam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebeJum dimasukkan, atau 

mencjptakan persaingan semu, atau menyetujui dan atau memfasilitasi, atau 

pemberian kesempatan ekskluslf; atau tidak menolak melakukan suatu tindak.an 

meskipun mengetahui bahwa tJndakan tersebut diJakukan untuk mengatur dalam 

rangka memenangkan peserta tender tertentu. 

Persekong:kolan ini dapat terjadi di setiap tahapan proses tender, mulai dari 

perencanaan dan pernbuatan persyaratan oleh pelak:sana atau panitia tender. 

penyesuaian dokumen tender antara peserta tender, evaluasi dokumen tender, 

hingga pengwnuman tender. Praktek persekongkoJan da\am tender ini dilarang 

karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan 

tujuan dilaksanakannya tender terse but, yaitu untuk rnemberikan kesempatan yang 

5 Indonesia, Undcmg~undang tentang Larangon Praldek Monopoli dan Persaingan Usalta 
TidfJk Sehot, Nomor 5 Talmn 1999, LN. No. 33, TLN. No. 3817, Pasal. 22. 
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sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan harga dengan kualitas 

yang bersaing. 

Sesuai dengan tugas Komisi yang disebutkan dalam Pasal 35 huruf f yaitu 

bahwa salah satu tugas Komisi adalah menyusun pedoman dan atau publikasi 

yang berkaitan dengan UU No. 5 Tahun 1999, maka KPPU kemudian menyusun 

Pedoman Pasa1 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongko1an 

da1am Tender yang diterbitkan Tahun 2006.6 

DaJam pedoman Pasal 22 tersebut pengertian tender mencakup tawaran 

harga untuk memborong atau melaksanak.an suatu pekerjaan) mengadakan barang 

dan atau jasa, membeli suatu barang dan atau jasa. dan menjual suatu barang dan 

atau jasa. Berdasarkan definlsi tcrsebut, maim cakupan dasar penerapa.n Pasal 22 

UU No. 5 Tahtm 1999 ada1ah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat 

dilakukan melalui tender terbuka, tender terbatas, pelelangan umurn, dan 

pelelangan terbatas, 

Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 

persekongkolan horizontal, perekongkolan vertikal, dan gabungan antara 

persekongkolan vertikal dengan persekongkolan horizontal. Persekongkolan 

vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia 

barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa 

pesaingnya. Persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara 

salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang: dan jasa dengan 

panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau 

pemberi pekerjaan, Sedang gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal 

adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna 

barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau 

penyedia barang danjasa.7 

Tender yang berpotensl menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau 

menghambat persaingan usaha adalah tender yang bersffat tertutup atau tidak 

to Kom!sl Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Pedoman Pasal 22 tentang 
larangan Persekongkolan dalam Tender, Berdasarkan UU No. 5/1999 ten!ang Larangan Praktek 
Monopo!i dan Persaingan Usaha Tidak: Sebat, (Jakarta: KPPU, 2006). 

1 Ibid, haL 11 
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transparan dan tidak diumumkan secara luas, tender yang bersifat diskriminatif 

dan tidak dapat diikuti oieh semua pelak:u usaha dengan kompetensi yang sama, 

dan tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah 

kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikuL 

Dalam UU No.5 Tahun 1999, persekongkolan dalam tender dinyatakan 

sebagai perilaku yang bersifat rule of reason, yaitu bahwa suatu tindakan 

memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap 

persaingan usaha yang sehat. Untuk itu dalam persekongkolan tender perlu 

diketahui apakah proses tender tersebut dilakukan dengan cara tidak jujur atau 

melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, 

Dalam penje1asan pasal22 tersebut dijeJaskan rnengenai pengertian tender, 

yaitu tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk 

mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa8
, Dalarn ketentuan 

umum, Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 dijelaskan rncngenai 

persekongkolan atau konspirasi usaha, ya.itu suatu benluk kerjasama yang 

dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk 

menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang 

bersekongkol9
• 

Dalam prakteknya masih sering terjadi perdebatan dalam penerapan Pasal 

22 UU No. 5 Tahun 1999 terhadap pelelangan harang dan jasa. Hal ini terjadi 

karena secara de jure memang pasal tersebut mengatur mengenai larangan 

persekongkolan dalam tender, bukan lelang. Pendapat pengadilan yang 

menyatakan bahwa "suatu pengaturan yang secara langsung dapat mematikan 

persaingan dianggap tidak berlaku tanpa perlunya pembuktian Iebih lanjut", 

merupakan 'em brio' digunakannya doktrin per se illegal. Di samping itu, tedapat 

pula em brio digunakannya doktrin rule of reason yang menyatakan bahwa "bila 

terdapat suatu pengaturan yang tampaknya tidak secara nyata mematikan 

persaingan, naml.Ul dapat berdampak merugikan persaingan, maka harus dilakukan 

11 Lihat Penjelasan Pasal 2:2 Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat 

9 Lihat Pasal I Angka R Undang-undang Larangan Praktek Monopo!i dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehar 
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suatu anaHsis untuk mengukur tujuan dan akibat dari pengaturan tersebut". 

Berdasarkan doktrin inlj maka dalam hal tertentu, suatu tindakan bersama dapat 

dianggap wajar (reasonable) dan oleh karemmya adalah sah, meskipun hal !tu 

secara signiflkan mernbatasi persainganw. 

Sampai saat ini KPPU telah memutuskan beberapa perkara yang terkait 

dengan persekongkolan dalam lelang, diantaranya yaitu Putusan Perkara No. 

04/KPPU-L/2005 tentllng Proses Pelelangan Barang Bukti Berupa Gula Pasir 

Krista! Putih yang Dimenangkan oleh PT. Angels Product, dan Putusan Perkara 

No. 17/KPPU-L/2007 tentang Pelelangan 1800 lembar saham PT Dbarmala Sakti 

Sejahtera yang ada di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Dalam kedua perkara 

ini, para Ter]apor membahas mengenai kewenangan KPPU dalam menangani 

perkara persekongkolan !clang. 

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan 

penulisan tesis yang berjudul: "Analisis Yuridis Terhadap Pelclangan 

Barang!Jasa Dalam Perkara Persekongkolan Menurut Hukum Pcrsaingan 

Usaba". 

B. Perumusan Permasalahan 

Bertolak dari uraian mengenai Jatar belakang penulisan tesis tersebut di 

atas, maka disusun perumusan masalah sehagai bedkut: 

1. Bagaimana kewenangan KPPU dalam memerlksa perkara dugaan 

persekongkolan dalam pelelangan barang/jasa berdasarkan UU No. 5 Tahun 

1999? 

2. Apa yang dibuktikan oleh KPPU dalam menangani perkara persekongkolan 

dalam pelelangan barang/jasa menurut UU No. 5 Tahun 1999? (Studi Kasus 

Putusan Perkara No. 04/KPPU-L/2005 dan Putusan Perkara No. !7/KPPU­

L/2007) 

10 Anggrainl, AM. TrL "Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat, 
Perse lllcgal atau Rule Of Reason''. eeL I (Jakarta: Program Pasca Sarjana Faku!ta5 Hukum 
Universitas Indonesia, 2003), hal. 85-S6. 
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C. Tujuan Penelitian 

Penulisan tesis: ini dimak:sudkan untuk memperoleh kejelasan mengenai 

cakupan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan istilah tender dan 

lelang. Selain itu tesis inijuga dirnaksudkan untuk mengetahui bagaimana KPPU 

membuktian adanya persekongkolan dalam Perkara No. 04/KPPU-U2005 dan 

Perkara No. l7/KPPU-U2007 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

L Untuk menjelaskan tentang kewenangan KPPU dalam rnemeriksan dugaan 

persekongkolan pelelangan saham berdasarkan ketentuan Pasal22 uU No. 5 

Tahun 1999. 

2. Untuk menjelaskan doktrin rule of reason dalam upaya pembuktian untuk 

memenuhi unsur "yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat" 

dalam Pasal22 UU No.5 Tahun 1999. 

D. Kerangka Konseptual 

Persaingan usaha dapat dibedak:an atas persaingan sehat (/air competition) 

dan persaingan tidak sehat (uf!fair competition). 11 Persaingan tidak sehat pada 

akhirnya dapat mematlkan persaingan, yang kemudian memunculkan monopoiL 

Monopoli adaiah pasar tanpa persaingan. 

l]ntuk memandu terjadinya persaingan yang sehat sehingga 

memungkinkan terselenggaranya ekonomi pasar s.ebagaimana mestinya, 

diperlukan perangkat hukurn persaingan sebagai aturan main yang diacu oleh 

semua pelaku kegiatan ekonomi. 12 Disinilah arti penting dibuatnya suatu Undang­

undang Anti Monopoli sebagai suatu perangkat hukum untuk memandu terjadinya 

persaingan sehat bagi tercapainya efisiensi. Terdapat dua efisiensi yang ingin 

H Jurnal Hukum Bisnis, Membudayalwn Pr:rsoingan Sehat, Editorial dalam Jumal 
Hukum Bisnis, Volume 19, Mei- Juni 2002, hat 4 

Jl Norman S. Pakpahan, Pokok-pokok Pikinm ten1ang Hulwm Persaingon Usaha, Jakarta: 
EUPS., 1994, hal. 2. Lihat pula Abdul Hakim G, Nusamara dan Benny K Harman, Analisa dcm 
Perbandingan Undong-undang Anti Mmwpoli, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1999, haL 2. 
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dicapai oleh Undang-undang Anti Monopoli, yaitu efisiensi bagi produsen dan 

bagi masyarakat atau productive efficiency dan a/locative efficiency. 13 

Dalarn penerapan hukum persaingan, ada kekhasan tertentu yang tidak 

dikenal dalam bidang hukum lainnya. Kekhasan tertentu terletak pada penentuan 

terjadinya suatu tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran. Dalam hukum 

persaingan, penentuan terjadinya suatu tindakan dibedakan antara per se illegal 

dan rule of reason. Menurut Hikmahanto Juwana, yang dimaksud dengan per se 

illegal adalah penentuan terjadinya suatu tindakan melalui tes yang sederhana 

(bright-line tests). Per se menurut Black's Law Dictionary adalah " ....... by himself 

or itself; in itself; taken alone; inherently; in isolation; unconected with other 

matters." 

Dalam menggunakan penilaian secara per se illegal, artinya suatu 

perbuatan itu dengan sendirinya telah melanggar ketentuan yang diatur jika 

perbuatan itu telah memenuhi rumusan dari undang-undang tanpa ada alasan 

pembenar. Hal tersebut senada dengan pada yang disampaikan oleh A. Junaidi 

Masjhud, 14 per se rule melarang suatu perbuatan tanpa mempertimbangkan 

dampak yang terjadi. Dalam hukum persaingan, perbuatan semacam ini dikenal 

dengan istilah perbuatan per se illegal karena dilarang as is dan bersifat illegal 

sejak timbulnya tanpa kemungkinan alasan pembenar baik secara ekonomis atau 

yuridis. 

Pengertian rule of reason adalah suatu pendekatan hukum yang dilakukan 

oleh badan pengawas pelaksanaan undang-undang persaingan atau oleh 

pengadilan untuk mengevaluasi apakah suatu praktek pembatasan bisnis 

membawa akibat yang melahirkan anti persaingan, kemudian memutuskan apakah 

13Yang dimaksud dengan productive efficiency ialah efisiensi bagi perusahaan dalam 
menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Perusahaan dikatakan efisien apabila dalam 
menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa perusahaan terse but dilakukan dengan biaya serendah­
rendahnya karena dapat menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin. Yang dimaksudkan 
dengan al/ocative efficiency adalah efisiensi bagi masyarakat konsumen. Dikatakan masyarakat 
konsumen efisien apabila para produsen dapat membuat barang-barang yang dibutuhkan oleh 
konsumen dan menjualnya pada haraga yang para konsumen itu bersedia umuk membayar harga 
barang yang dibutuhkan itu. Lihat Sutan Remy Sjahdeini, Larangan Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Hukum Bisnis 10 (2000), hal. 9. 

1 ~A. Junaidi Masjhud, Pembukrian Per se rule dalam UU Anti Monopoli, artikel dalam 
Hukum Online Edisi 30 Juni 2003. 
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praktek pembatasan bisnis tersebut dilarang. 15 Hikmahanto Juwana memberikan 

definisi rule of reason adalah penenluan terjadinya suatu tindakan dengan 

rnenggunakan tes yang febih rum it (multifactored reasonableness tests).16 

Pasal 22 !JU No. 5 Tahun 1999 adalah Pasal yang menggunakan 

pendekatan hukum yang rule of reason karena menuntut evaluasi apakah 

persekongkolan tender tersebut membawa akibat yang melahirkan anti persaingan. 

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam tender adalah transparansi, 

penghargaan atas uang, kompetlsi yang efektif dan terbukal negosiasi yang adil, 

akuntabiHtas dan proses penilaian. serta non diskriminatif.17 Persekongkolan 

dalam tender int dapat terjadi melalui kesepakatan~kesepakatan~ bail< tertulis 

maupun tidak tertuHs. Persekongko]an inl rnencakup jangkauan perilaku yang 

luas, antara lain usaha produsi dan atau distribusi, kegiatan asosiasi perdagangan, 

penetapan harga, dan manipulasi lelang atau kolusi dalam tender yang dapat 

terjadi melalui kesepakatan antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan. maupun 

antar kedua pihak tcrsebut. 

Pengertian tender mencakup tawaran mengajukan harga untuk memborong 

atau melaksanakan suatu pekerjaan) mengadakan barang dan atau jasa, membeli 

suatu barang dan atau jasa, dan menjual suatu barang dan atau jasa. Pengertian 

lelang menurut kamus hukum ekonomi adalah cara penjualan barang dl depan 

umum yang dilakukan dengan penawaran hertingkat naik atau turon. Sehingga 

cakupan dasar penerapan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah tender atau 

tawaran mengajukan harga yang dapat dlJakokan melalui tender terbuka, tender 

terbatas, pele1angan urn urn, dan pelelangan terbatas. 

ts Erman Radjagukguk, Mem::ermari Undang-Undang Mcngenai Larangan Proklek 
Monopoli D(]fl Per:s(JftJgan U:s(J/;(). Tidak Sal!at Dari Perspeklif Hukum, rnakalah disampaikan pada 
Seminar UU Anti )'lonopoli, Jakarta, 25~26 Juli 200 I, haL 3. Lihat pula R.S. Khemani and D.M. 
Shapiro, Glossmy of Jndltslrial Organisarion Economics and Compefilion Law, Paris: OECD, 
1996, hal. 51. 

16 Hikmahanto Juwana, Merjer, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Perspektif H11Jwm 
Persaingan dan UU No. 511999, makalah dalam Program Pelatihan Persaingan Usaha untuk staf 
sekretariat KPPU, Jakarta, 23 Oktober 20()1, hal. 5. 

17 Lihat Penjelasan Pasal22 Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat 
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Penulisan tesis ini menggunakan berbagai istilah dan untuk mengatasi 

kemungkinan perbedaan pengertian dari istilah-istilah itu, kerangka konsepsional 

dari istilah~istilah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Persekongkolan atau konspirasi usaha, yaitu suatu bentuk kerjasama yang 

dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha tain dengan maksud untuk 

menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang 

bersekongkol18
• Berdasarkan karnus hukum, persckongkolan adalah suatu 

kerjasama antara dua pihak atau lebih yang secara bersama~sama melakukan 

tindakan yang melanggar hukum "· 

2. Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu 

pekerjaan, untuk mengadakan barnng-barang, atau untuk menyediakan 

jasa20
• Pengertian tender tersebut rnencakup tawaran mengajukan harga 

untuk memborong atau melak:sanakan suatu pekerjaan, rnengadakan barang 

dan atau jas.a, membeli suatu barang dan atau jasa, dan menjual suatu barang 

dan a tau jasa21
• 

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dala.m wilayah bukum negara 

Republik Indonesia, baik sendirl maupun bersama-sama meJaJui Perjanjian, 

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi22
• 

4. Persafngan usaha tidak sehat adaiah persaingan antar pelaku usaha daiam 

menja!ankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 

18 Lihat kclentuan Pasal I angka 5 Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persainwan Usaha Tidak Sehat. 

1 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Pedoman Pasal 22 Tentang 
Laran~n PersekongkQian dalam Tender. 

0 Lihat Penjelasan Pasa! '22 Undang-undang Lanmgan Praktek MonopoH dan Pcrsalngan 
lJsaba Tidak Sehat. 

:n Komlsi Pcngawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Pedoman Pasal 22 Tentang 
Laran~n Persekongk<J!an dalam Tender. 

-l Lihat ketentuan Pasal l angka 5 Undang-undang Larangan Prakrek MQMpoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat 

Universitas Indonesia Analisis Yuridis..., Dewi Sita Yuliani, FH UI, 2008



12 

yang dilakukan dengan cara tidak JUJur atau melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha23
• 

5. KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehaf24
• 

E. Metode Penelitian 

I. Metode Penelitian Hukum 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis norma/if yaitu 

penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau 

norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang~undangan.25 

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto~ metode penelitian dikatakan nonnatif 

karena khusus untuk meneliti hukum sebagai norma positif as if is written in 

the books. 26 Selanjutnya Soetandyo juga menyebut metode penelitian 

nonnatif sebagai metode penelitian doktrinal.27 

PeneHtian ini bersifat preskriptif yakni penelitian yang ditujukan untuk 

mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus diJakukan untuk 

mengatasi masalah-masalah tertentu.28 Pene1itian ini mengacu kepada 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta: 

penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder berkenaan dengan 

ll Uhat ketentuan Pasal J aogka 6 Undang-undang Larangan Praklek Monopoli dan 
Persainrn Usaha iidak Sehat 

2 Lihat ketentuan Pasa! l angka I 8 Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sebat 

2:;Sudikno Mertokusumo, «Penemuan Hukum Suaw Pengantar", eeL ll, (Yogyakarta : 
Liberty, 200 I), bal. 29. 

:MSoetandyo Wignjosoebroto, "liukum, Paradigma. Me/ode dan Dluamika Masalalmya : 
70 T(Jhun Prof Soetandyo Wignjosoebrolo''(Jakarta: Elsam, 2002), hal. 146-!47. 

11/bid., Penelitian hukum doktrinul adalnh penelitian-pcnelitlan mas hukum yang 
dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau 
pengembangnya. Oi Indonesia metode doktrinal laz:im dikenal sebaga! metode penelititm hukum 
yang normatif, untuk melawankan 'liengan metode penelitian yang dikatakan terbilang empiris, haL 
147-148. 

2'Soerjono Soekanto, "Penganlar Penelifian Hukum", eel. 3, (Jakarta: Ul Press, 2005), 
hal.lO. 
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pokok pennasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini terutama akan 

mengaitkan peraturan perundang-undangan di bidang antimonopoli terutama 

yang terkait dengan perkam persekongkolan dalam pelelangan yang 

ditangani KPPU dan pembuktiannya dalam Putusan Perkara No. 04/KPPU­

L/2005 dan Putusan Perkara No. 17/KPPU-L/2007. 

2. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.2 9 Data 

sekunder antara lain meneakl.lp dokumen-dokumen resmi, buku~buku. basil~ 

hasH penelltian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya,3 0 Data 

sekunder terdiri dari Bahan hukum Primer, Bahan hukum sekunder dan 

Bahan hukum tertier. 

Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat} seperti (a) 

Norma (dasar), (b) Peraturan dasar, c) Peraturan Perundang-undangan, (d) 

Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, (e) Yurisprudensi, (f) Traktat, dan 

(g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. 31 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang membcrikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti. rancangan undang-undang, hasil~ 

basil penelitian, basil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.32 Bahan 

hukum sekunder berniJai penting juga untuk mengembangkan hukum dan 

iJmu hukum.33 Sedangkan Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang 

19tstilnh ini menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah data penelitlan yang 
diperoleh dari baban-bahan pustaka. Soerjono Sockanto & Sri Mamudjl, "Penelilian llukum 
NormaJij Suatu Tinjauan Sing kat", cet. 6, (Jakarta : PT. RajaGraflndo Persada, 200 I), hal. 12. 

30Menurut Soerjono Soekanto, ciri-cirl umum dad data sekunder antara lain (i) pada 
umumnya data sekunder dalam keadaan slap terbuat dan dapat dlpergunakan dengan segera; (ii) 
baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan dfisi oleh peneliti-pencliti terdahulu, 
sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pcngawasan terhadap pengumpulan, pcngolahan, 
analisa rnaupun konstruksi data; dan (IH) tidak terbaras olch waktu maupun tempat Libat SoerjonQ 
Soekanto, "Pcngantar Penelitian Hukum ''. cet. J, Op. Cil, haLl2, 

"Ibid., bal. 52. 
11Soerjono Soek:anto & Sri Marnudji, Op. CU., hal. 13. 
;.
1Pandangan inl diutaralum oleh Soetandyo Wignjosoebroto. Bahan hukum sekunder ini 

urnumnya terdiri atas karya-karya akademis, mulai dari deskriptif sampai yang berupa komentar­
komentar penuh kritik yang memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang berlaku 
(i11s constilutum) dan atau yang seharusnya berlaku (i.11s constiJuendum). Dalam maknanya yang 
formll, bahan-bahan hukum yang sekuoder ini mem;mg bukan hukum yang berlaku akan tetapi, 
dalam maknanya yang materiil, bahan~bahan hukmn sekunder itu memang ballan~bahan yang 
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memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder.34 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepnstakaan 

(Library Research), yaitu dengan rnengurnpulkan behan-bahan rertulis yang 

berhubungan deogan topik yang dibahas berupa peraturan peruodaog­

undangan, putusan pengadilan, buku-buku, media internet, majala.h dan 

sumber-swnber lainnya, yang terkait dengan penelitian ini, 

F. Sistematika Laporan Penelitian 

Penulisan Tesis ini disusun dalam 5 (lima) bab, dimana setiap bab dibagi­

bagi dalam beberapa sub bab. Materi yang dibahas dalam setiap bab akan diberi 

gambaran secara umum danjelas, maka dibuat sistematika sebagai berikut: 

Bab I. Pendahuluan 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang. pennasalahan, tujuan 

penulisan, kerangka konsepsionaJ, metode penu1isan. dan sistematika 

penullsan. 

Bab II. Kajian Teori Mengenai Persekongkolan Tender 

Dalarn bab ini akan diuraikan tentang pemahaman persekongkolan 

rnenurut hukum persaingan usaha, persekongkolan tender menurut huku 

persaingan usaha, dan pendekatan hukum dalam persekongkolan tender di 

Indonesia. 

Bab III. Kewcnangan KPPU dalam Penanganan Perkara Persekongkolan 

dalam Lelang 

Da1am bab ini dijelaskan mengenai pengertian lelang yang merupakan 

perluasan pengertlan tender dan pembahasan perkara persekongkoJan 

berguna sekali untuk meningkatkan mutu bukum positifyang berlaku, Soetandyo Wignjosoebrota, 
Op. Ctr .• haL 155. 

34Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Op. Cit., bal. 13. 
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dalam pelelangan dalam Putusan Perkara No. 04/KPPU-L/2005 dan 

Putusan Perkara No. 17/KPPU-L/2007. 

Bab IV. Pembuktian Persekongkolan Lelang Berdasarkan UU No. 5 Tahun 

1999 

Dalam bab Jni dijelaskan mengenai pembuktian yang diterapkan KPPU 

dalam Putusan Perkara No. 04/KPPU-L/2005 dan Putusan Perkara No. 

17/KPPU-L/2007. 

Bab V. Penutnp 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan yang merupakan 

kristalisasi hasH analisis dan interpretasi melalui rumusan dalam bentuk 

pemyataan. Saran merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional, 

kebijakan maupun konseptual yang bersifat konkrit, realistik, bemilai 

praktis dan terarah, 
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BABII 

KAJIAN TEORl MENGENAI PERSEKONGKOLAN 

TENDER 

A. Pemahaman Persekongkolan Menurut Hnkum Persaingan 

Usaha 

1. Perjanjian dalam BW dan dalam Hukum Persaiogan Usaha 

Prof. Soebekti menyatakan bahwa menurnt Pasal 1320 Kitab Undang­

undang Hukwn Perdata. terdapat empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, 

yaitu:;~5 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian; 

c. Mengenai suatu haJ tertentu; 

d. Suatu sebab yang halal. 

Dua syarat yang perlama, dinamakan syarat~syarat subyekt!f1 karena 

mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, 

sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyc:ktif karena 

rnengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan. 

Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Dalam 

hal s:uatu syarat subyektif tidak terpenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, 

tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta sepaya perjanjian itu 

dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak 

cakap atau pihak yang memberikan sepakamya (perizinannya) secara tidak 

bebas." 

Prof. Soebekti menyat.akan Buku III B. WJ7 berj udul Perihal Perikatan38
, 

dlmana pemyataan "perikatan" (verbintenis) rnempunyai arti yang lebih luas: dari 

Js Subekti, Hukum Perjanjian, cet Kcdelapanbelas, (Jakarta: Jntermasa, 2001), him. 17 
'"' lbid, him. 18-21 
31 BurgerliJk Wefbaek atau Kitab Undang~undang Hukum Pcrdata 
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perkataan ~·perjanjian», sebab dalam buku III itu, diatur juga mengenai hubungan 

hukurn yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, 

yaitu pedhal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum 

(onrechtmatige daad) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan 

kepentingan orang Jain yang tidak berdasarkan persetujuan (zaakwaarnemir:g). 

Lebih lanjut Prof Soebekti menyatakan babwa ~'perika1an11 merupakan suatu 

pengertian abstrak, sedangkan suatu ''petjanjian" adalah suatu peristiwa hukum 

yang kongkrit. 

Pasal 1338 B,W menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibual secara 

soh "berlaku sebagai undang-undang" tmluk mereka yang membuatnya. 

Maksudnya, suatu perjanjian yang dibuat secara sah (tidak bertentangan dengan 

undang-undang, mengikal kedua belah pihak. Perjanjian pada umumnya tidak 

dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua be)ah pihak atau 

berdasarkan alasan~alasan yang ditetapkan oleh undang-undang.39 Dalam Pasal 

1338 itu pula, ditetapkan bahwa semua perjanjian harus diiaksanakan dengan 

irik:ad baik, yaltu tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. 

Pasal 1339 B.W menetapkan, bahv.-a suatu perjanjian tidak saja mengikat 

pada apa yang dicantumkan sema/a-mala dalam pe1janjian, tetapi juga pada apa 

yang dikehendaki aleh keadilan, kebiasaan, atau undang-undang, sehingga sudah 

semestinya hakim harus memperhatikan pertama sekali apa yang diperjanjikan 

oleh para pihak yang berkontrak. Baru kemudian jikalau sesuatu hal tidak diatur 

dalam surat perjanjian dan dalam undang-undang tidak terdapat suatu ketetapan 

mengenai hal itu, hakim harus menyel idiki bagaimanakah biasanya hal yang 

semacam itu diatur dalaro praktek.40 

Pada urnumnya, suatu perjanjian hanya berlaku diantara orang-orang yang 

membuatnya. Asas ini diletakkan dalam Pasal 1315 B.W. yang menerangkan, 

bahwa pada umurnnya seorang tak dapat menerima kewajiban-kewajiban atau 

122 

3
! Subcktl, Pokok-pokok Hukwn Perdata, cet XXVIII, (Jakarta: 1ntermasa, 1996), hlm. 

JQ Ibid, blm. 139 
JO Ibid, hlm. 140 
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rnemperjanjikan hak-hak atas namanya sendiri, kecuaii hanya untuk dirinya 

sendiri. 

Dalam suatu perjanjian sudah jelas kata~katanya1 tidak ada kesulita.n lagi 

dalam hal rnenafsirkannya, maka tidak ada persoalan lagi dalam perjanjian itu. 

Da1am hal terdapat kata-kata yang tidakjelas dalam pe~anjian, maka hakim harus 

menyelidiki apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh pam pihak yang berkontrak41 

UU No. 5 Tahun 1999 menjelaskan dalam Pasal I angka (7) bahwa yang 

dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha 

untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama 

apapun, baik tertulis maupun trdak tertulis. 

Pasal-pasal dalarn UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur mengena1 

perilaku pelaku usaha yang dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran 

yang diklasifikasikan dalam pa~anjian yang dilarang terdapat dalam Pasal 4- 16 

UU No. 5 Tahun 1999, yaitu mengenai oligopoli, penetapan harga, pembagian 

wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian 

tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. 

Pasal-pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur mengena1 

perilaku pelaku usaha yang dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran 

yang diklasifikasikan dalam kegiatan yang dilarang terdapat dalam Pasal 17 - 24 

r..n; No. 5 Tahun 1999, yaitu mengenai Monopoli, Monopsoni, Penguasaan Pasar, 

dan Persekongkolan. Sedangkan Pasal-pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang 

mengatur mengenal perilaku peJaku usaha yang dapat dikategorikan sebagai suatu 

bentuk pelanggaran yang diklasifikasikan dalam posisi dominan terdapat dalam 

Pasal25- 29 UU No.5 Tahun 1999, yaitu mengenai Jabatan RJingkap, Pemilikan 

Saham, Penggabungan, Peleburnn dan Pengambilalihan. 

2. Persekongkolan: Perjanjian yang Dilarang atau Kegiatan yang Dilarang 

Dalam ketentuan Pasal I angka (8) dinyatakan bahwa persekongkolan atau 

konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usahu 

~~ Ibid, him. 144 
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dengan pelaku usaha lain dengnn maksud untuk rnenguasai pasar bersangkutan 

bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkoL 

Pernekongkolan diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun !999 sehingga 

dapat dikategodkan sebagai suatu bentuk pelanggaran yang diklasifikasikan 

daiam kegiatan yang dilarang. Tindakan persekongkolan (conspiracy) dalam 

hukum persaingan termasuk da{am kategori perjanjian.42 Pada hakekatnya, 

perjanjian terdiri dari dua macam, pertama, perjanjian yang dinyatakan secara 

jelas (express agreement), biasanya tertuang dalam bentuk tertulis, sehlngga 

re1atlf lebih mudah dalam proses pembuktiannya. Kedua, perjanjian tidak 

langsung (implied agreement), biasanya berbentuk Hsan atau kesepakatan­

kesepakatan, 

B. Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha 

PersekongkoJan identik dengan kolusi atau dalam potitik biasa disebut 

dengan konspirasL Bryan A. Gamer mengatakan: 

Conspiracy an agreement by two or more persons to commil an unlawful 

act, coupled with an intent to achieve the agreement's objective, and (in most 

slate) action or conduct that furthers the agreement.' a combinalion for an 

unlawful purpose. 43 

Dari definisi tersebut dapat ditegaskan bahwa persekongkolan harus 

dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk melakukan suatu 

tindakan atau kegiatan kriminal atau melawan hukum secan1 bersama-sama.'14 

Terrnasuk dalam hal ini adalah persekongkolan dalarn penawaran tender, baik 

untuk pengadaan barang dan jasa di sektor publik maupun di perus.ahaan swasta 

karena dianggap dapat menghambat upaya pembangunan suatu negara. Selain itu, 

~2 Anggraini, Larangan Prakrek Monopali dan Persaingau Usaha Tidak Sehat. O~J.CLt, 
hlm. 299. 

~J Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Eight cdirion, editor in chief west 
publishing, co, him. 329 

J< Yakub Adi Krlsanto, "Anafisfs Pasal 21 UU No. 5 Ta!um 1999 dan Karakterlsrik 
PuJusan KPPU tentong Persekongkolan Te11der", Juma! Hukum Bisnis 24 No.2 {2005), hlm 43. 
lihat juga pengertian conspirctcy sebagai a secret planned by a group of people lo do :something 
illegal or harmful, dalam A.S Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary. 51

h ed. Edited by 
Jonathan Crowther, (England: Oxford University Press, 1995), p.246. 
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persekongkolan atau konspirasl dalam pena\.'\"atan tender dianggap bertentangan 

dengan rasa keadilan masyarakat karena tidak memberi kesempatan yang sama 

kepada seluruh pelaku usaha untuk mendapat obyek barang dan jasa yang 

ditav.-arkan oleh pengguna barang danjasa.45 Konsekuensi persekongkolan dalam 

kegiatan tender adalah menghambat pelaku usaha yang beritikad baik untuk 

masuk ke pasar bersangkutan dan me~yebabkan harga tiidak kompetitif.
46 

Terkait dengan hal tersebut penulls mencoba untuk menguraikan masalah 

persekongkolan tender menurut hukum persaingan usaha yang diuraikan dalam 

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, Pedoman Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 serta 

pengadaan barang danjasa sesuai dengan Keppres No. 80/2003. 

1. Persekongkolan Tender Menurut Ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 

1999 

Persekongkolan atau konspirasi usaha sebagaimana dijelaskan daJam Pasal 

I angka (8) UU No.5 Tahun 1999 adalah beotuk kerjasama yang dilakukan oleh 

pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk meng:uasai pasar 

bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkoL47 

Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 

persekongkolan horizontal, perekongkolan vertikal. dan gabungan antara 

persekongkolan vertikal dengan persekongkolan horizontal. Persekongkolan 

vertikal adalah pcrsekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia 

barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa 

pesaingnya. Persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara 

salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan 

panitia tender a tau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa alau pemilik a tau 

pernberi pekerjaan. Sedang gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal 

ada1ah persekongkolan antara panitia tender atau panitia le1ang atau pengguna 

4
' Didik J. Rachbini, Ekonomi Pclflik: Kebijakan dan Sirategi Pembangunan, cet. t,. 

(Jakarta: Grtmit, 2004 hlrn. 117. 
4 ~ AM. Tri Anggraini, Persekongko!an Penawaran Tend-er dalam Perspekiif Hukum 

Persain.gan, Makalah !anpa tahun, hlm.l 
47 Indonesia, Undcmg~tmdan.g Temang Larangan Prakiek Monopoli dan Persair1gan 

Usaha Tidak Sehai, Op,cit Ps I angka (8) 
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barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekeljaan dengan pelaku usaha atau 

penyedia barang dan jasa. 48 

Kegiatan yang dilarang diatur dalarn Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 UU 

No. 5 Tahun 1999, yaitu mengenai monopoH, monopsoni, penguasaan pasar. dan 

persekongkolan. Khusus mengenai persekongkolan diatur dalam Pasal 22 sampai 

dengan Pasal 24 sebagai berikut: 

Pasal22: 

"Peloku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur 

dan a/au menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat" 

Pasal23: 

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasiflkasikan sebagai 

rahasia perusahaan sehingga dapat mengakihatkan (rpjadinya persaingan usaha 

tidak sehat" 

Pasal24: 

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

menghambat produksi dan at au pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha 

pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau 

dipasok di pasar bersangkutan menjadi kutang baik dati jumlah, kualitas, 

maupun ketepatan waktu yang dipersJ·aratkan" 

Penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan hahwa yang 

dimaksud dengan tender ada1ah tawaran mengajukan harga untuk memborong 

suatu pekerjaan~ untuk mengadakan barang·b:arang, atau untuk menyediakan jasa. 

Dalam mmusan Pasal 1 Angka (8) dan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 

terdapat persamaan bahwa persekongkolan harus mengakibatkan dua plhak atau 

lebih untuk melakukan ke.tjasama dan memenuhi dua kondisi, yaitu pihak~pihak 

yang berpartisipasi dan kesepakatan untuk bersekongkol. Pcrsekongkolan itu 

4
' lbid, haL It 
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bertujuan dan mengakibatkan tender kotusif 49 Tender kolusif mengutarnakan 

aspek perilaku50 berupa perjanjian untuk bersekongkol yang umumnya dilakukan 

secara diarn-diam:51 PerHaku yang dimaksud adalah perilaku sating menyesuaikan 

melalui koordinasi secara sadar atau disengaja untuk mencapai tujuan yang sama 

dalam bentuk konspirasi usaha yang umwnnya tidak mengikat pihak-pihak yang 

tcrlibat. Melalui persekongkolan dalam kegiatan tender, pihak-pihak yang terlibat 

berupaya untuk menghindari semaksimal mungkln tekanan-tekanan yang ada 

akibat ketatnya persaingan usaha dan melalui persekongkolan masing-masing 

pelaku usaha memungkinkan untuk rneningkatkan keuntungan tanpa haros 

melakukan kinerja persaingan yang sehat.52 

Praktik persekongkolan telah meluas dikalangan dunia usaha, terutama 

pelaku usaha yang melakukan transaksi bisnis dengan pemerintah melalui 

persekongkolan dalam kegiatan tender. Praktik persekongkolan dalam kegiatan 

tender terkait pula dengan praktik KKN yang meluas di Indonesia, baik pada masa 

lalu maupun pada masa sekarang ini.53 Oleh karcna itu, UU No.5 Tahun 1999 

secara tegas menetapkan dua jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap 

pe!anggaran ketentuan UU tersebut, khususnya pelanggaran terhadap ketentuan 

Pasal22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU No. 5 Talmn 1999, yaitu sanksi administratif 

dan sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tamhahan. 54 

Dalam pelaksanaannya, penerapan sanksl-sanksi yang terdapat da1am UlJ 

No. 5 Tahun 1999 memerlukan koordinasi efektif dengan pihak-pihak terkait, 

4? Anggraini, Lanmgan Praktik Monopoli dan Persaingan Tiduk Sehat, Op.Cit., him. 
30.3. 

soRachbini, Ekmromi PoliEik, Op.Cit,, him. l3 [ 
51 Anggraini, Larangan Proktik Monopoli, Op.Cid., him. 363 
52 Knud Hansen et at, Umlang-Undong Na. 5 T11lum 1999: Umlang-Undang Larangan 

P1akrik Monapcii dan Persaingan Usalra Tidak St:l1f1t, cet II, (Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur 
Technisd;e Zusammenarbeit (GTZ) bekcrja:sama dengan PT Katalis, 2002), him. 84-85. 

:n Rachbini, Ekonomi Politik, Op.Cit., him. 139, Lihat juga pendapat yang meng:atakan 
babwa bld rigging in the ctmsrruclion industry is the root cause of corrupiion among poliricians 
ond p116/ic servants. ll prodru:es adverse effects by forcing tax.payers ra bear !he burden of high 
consfrltetion costs. Moreover, bid rigging runs counter to file competition rules, which are 
inlcmotion(l!ly common these days, in Naoki Okatani, "Regulation on Bld Rigging in Japan, The 
llnlted States lifld Europe," Paclfic Rim Law & Policy Journal (March 2005): 251. 

5~ Pasal 48 Ayat (2) UU No. S Tabun 1999 menetapkan bahwa pelanggatan terhadap 
ketcntuan Pasal 5 sampai det~gao Pasal S, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, Pasal 26 
dlancam pidana serendaiHendahnya Rp 5.000.000,000,00 dan setinggt·!ingginya 
Rp 25.000.0(}0.000,00 atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan. 

Universitas fndonesia Analisis Yuridis..., Dewi Sita Yuliani, FH UI, 2008



23 

seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik fudonesla karena 

umumnya praktik persekongkolan daJam tender terkait dengan indikasi KKN yang 

meluas, baik pada masa lalu maupun sekarang, Selain itu, dalam persekongkolan 

tender vertika1 maupun gabungan horisontai vertikal, penafsiran sempirt ketentuan 

Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 yang hanya mengatur persekongkolan dalam 

kegiatan tender yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan tidak memuat W1Sur 

keterlibatan pejabat atau panitia memberi pengarub besar terhadap penerapan 

sanksi yang diberlkan kepada pejabat am.u panitia, walaupun yang bersangkutan 

terlibat dalam persekongkolan tender tersebut Koordinasi tain yang penting 

dilakuk:an adalah kordinasi dengan Departemen Pedagangan Republik Indonesia 

dan atau Departemen Perindustrian Republik Indonesia terkait dengan jenis-jenis 

perizinan bidanag usaha. Kemudian, koordinasi dengan Departemen Hukum dan 

Perundang~undangan Republik Indonesia yang memberi pengesahan suatu badan 

hukum yang akan berdiri atau mengalami perubahan dalam susunan kepengurusan 

terkait dengan sanksi pidana tambahan yang terrnuat dalam ketentuan Pasal 49 

UU No. 5 Tahun 1999. Tanpa melalui koordlnasi efektif antar instansi terkait, 

maka upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU menjadi sia-sia. 

" 

2. l'edoman Pasal22 UU No.5 Tahun 1999 

Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 35 huruf (f) UU No. 5 

Tahun 1999.%, KPPU bertugas untuk menyusun pedoman dan atau publikasi yang 

terkait dengan fungsi pengawasan dan pelaksanaan UU No.5 Tahun 1999 secara 

tepaL Pedoman tersebut diharapkan dapat memberi penjelasan yang 1engkap dan 

mudah dimengerti kepada berbagai pihak seperti Pemerintah, pelaku usaha. dan 

aparat penegak hukum, maupun masyarakat luas yang secara tidak langsung 

berperan dalrun mewujudkan penegakan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat 

55 Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, cet.I, (Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, 2004), him. 121·122. 

5G Hansen, Op.Cit., him. 380. 
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dalam kegiatan tender/'' baik itu pengadaan barang dan jasa di lembaga 

pemerintah maupun di berbagai perusahaan swasta. 

Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi pembentukan pedoman 

tersebut Pertama, terdapat pemabaman yang tidak jelas dalam pelaksanaan 

kegiatan tender yang sesuai dengan semangat persaingan usaha sebagaima.na 

ditetapkan dalarn UU No, 5 Tabun 1999, Kedua, ketentuan Pasal 22 UU No, 5 

Tahun 1999 bersifat umum dan kurang memberi penjelasan terperinci mengenai 

pelaksanaan kegiatan tender. Pasal tersebut hanya melarang persekongkolan 

dalam menentukan dan atau rnengatur pemenang tender tanpa memberikan 

penjelasan lebih lanjut tentang cara atau indikator penentuan atau pengaturan 

pemenang tender. 58 

Dengan pertirnbangan tersebut, KPPU mencoba untuk menganalisis dan 

menguraJkan pengertian dan ruang lingkup tender~ unsur-unsur. bentuk-bentuk 

maupun indikasi persekongkolan dalam kegiatan tender yang terdapat dalarn 

ketentuan Pasal22 UU No, 5 Tahun 1999 dan penjelasannya sebagai berikut:" 

a. Ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang melarang pelaku usaha 

bersekongkoJ dengan pihak Jain untuk mengatur dan atau menentukan 

pemenang tender yang dapat mengakibatkan tetjadinya persaingan usaha tidak 

sebat 

I, Unsur pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal I angka (5) 

UU No. 5 Tahun 1999, 

2, Unsur berSekongkol, yaitu kelja sama yang dilakukan oleh pelaku usaba 

dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam rangka 

memenangkan peserta tender tertentu. Unsur bersekongkol tersebut 

merupakan kerja sama antara dua plhak a tau lebih secara terang-terangan atau 

seeara diam-diam melalui tindakan penyesualan dokumen dengan peserta lain~ 

membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan 

persaingan semu, menyetujui dan atau memfasilitasi persekongkolan tender, 

tidak menolak untuk melakukan suatu tindakan meskipun telah mengetahui 

51 Komlsl Pengawas Persalngan Usaha, Pedoman Pasal 22, Op.Cit., him. 5 
ss Krisanto, Op.Cit, hlm. 41-42 . 
.w Komisi Pengawas Persalngan Usaha, Pedornan Pasal 22, Op,CiL, him !q6 
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atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk 

mengatur da!am rangka memenangkan peserta tender tertentu, pemberian 

kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak yang terkail secara 

langsung atau tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender 

dengan cara melawan hukum. 

3. Unsur pihak lain~ yaitu para pihak baik vertikal maupun horisontal yang 

terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan dalam kegiatan 

tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subyek hukum lain 

yang terkait dengan kegiatan tender tersebut. 

4. Unsur mengatur dan atau menentukan pernenang tender, yaitu perbuatan para 

pihak yang terHbat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan 

untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaing dan atau untuk 

memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan 

atau penentuan pemenang tender dilakukan melalui penetapan kriteria 

pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spes.ifikas.i, proses tender1 dan lain­

lain. 

5. Unsur persaingan usaha tjdak sehat, yaitu persaingan antar pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang 

dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat 

persaingan. 

b. Penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa tender adalah 

tawaran pelaku usaha untuk mengajukan harga untuk menborong suatu 

peketjaan atau untuk mengadakan barang-barang dan atau menyediakan jasa. 

Tidak disebut batasan minimal jumlah peserta yang mengajukan penawaran 

harga (beberapa atau seorang pelaku usaha dalam hal penunjukan atau 

pemilihan langsung), Pengertian tender tersebut mencakup tawaran untuk 

mengajukan harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, 

mengadakan barang, membeli dan menjuat barang dan atau jasa" Selain 

definisi di atas, cakupan dasar penerapan ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 

1999 adalah tender atau tawaran untuk mengajukan penawaran harga yang 
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dapat dilakukan melalui tender terbuka, tender terbatas, pelelangan urnum dan 

pelelangan terbatas. Adapun perbedaan tender terbuka atau petelangan umum 

dengan tender tertutup atau pelelangan terbatas dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini sebagai berikut:60 

Deskdpsi Tender T erbuka Tender Tertutup·····-
1 Jumlah Peserta Relatif lebih banyak Relatif lebih sedikit karena 

pelaku usaha yang dapat 
mengikuti adalah mereka 
yang diundang oleh 

I pengguna bara tiasa. 
Kemampuan Peserta Tidak semua peserta tender Setiap peserta tender dapat 
Tender dapat diketahui diketahui dengan pasti 

kem~.P.Y.~.~ya kemampuannya. 
Penetapan Pemenang Relatif lebih sulit karena Relatif lebih mudah karena I 

Tender jumlah pesertanya ban yak telah diketahui kemampuan ' 
seluruh peserta tender. .._j 

Kekurangan Tidak diketahu dengan pasti Ada kecenderungan terjadi 
kemampuan setiap peserta praktik persekongkolan 
tender dan tidak menutup tender dalam bentuk vertikal 
kemungkinan praktik maupun horisontal 
persekongkolan secara 
horisontal 

Kelebihan Penggunajasa lebih le1uasa Kemampuan peserta t-elah 
dalrun memilih pelaku usaha, diketahui dengan pasti 
karena jumlalmya yang cukup 
banyak, mendapatkan atau 

! menetapkan pemenang yang 
: kompetitif. 

Selanjutnya berdasarkan cakupan penjelasan Pasal tersebut, pemilihan dan 

penunjukan lang:sung merupakan bagian dari proses tender atau lelang juga 

tercakup dalam penerapan ketentuan Pasa\22 UU No.5 Tahun 1999. 

c. Persekongkolan dalam tender dibedakan dalam 3 kategori, Pertama, 

Persekongkolan horisontal merupakan bentuk persekongko1an antar sesama 

pelaku usaha yang seharusnya. saling bersaing dalam penawaran tender, 

Persekongkolan horisontal adalah persekongkolan yang menciplakan 

60 Wulfram, 1. Erfianto, Manajemen Proyek Konsrruksi, cet. I, {Y ogyakarta: Ancli, 2002), 
blm.45 
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persaingan sernu antar sesama peserta tender. Kedua, persekongkolan vertikal 

merupakan persekongkola.n atau kerja sama salah satu atau beberapa pelaku 

usaha dengan pengguna barang dan jasa. seperti pengumuman tender tertutup 

sehlngga tidak semua perusahaan yang memiliki kua1ifikasi dapat rnengikuti 

tender atau penunjukm yang mengarah pada merek tertentu dalam Rencana 

Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pengadaan barang dan jasa sehingga 

membatasi perusahaan lain untuk mengikuti tender tcrsebut. Dalam 

persekongkolan vertikal, pelaku usaha awalnya mempunyai kepentingan untuk 

mempengaruhi rumusan spesiftkasi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh 

pengguna barang dan jasa. Kesempatan itu diperoleh saat tukar menukar 

[nformasi dengan panitia tender disertai imb.alan tertentu sebelum spesifikasi 

kebutuhan tersebut dlmumkan. khususnya apabila spes.ifikasi dimaksud 

bersifat teknis dan lebih dipahami oleh pelaku usaha. Kondisi tersebut 

membuat pesaing lain gugur karena tidak dapat memenuhi spesifikasi yang 

sangat terperinci atas barang danjasa yang dibutuhkan. Istilah tersebut dikenal 

sebaga.i "lock out specijfcation ". Disamping itu~ praktik terse but terjadi 

karena pengguna barang dan jasa tidak memilikl kemarnpuan untuk merinci 

kebutuhannya dengan jelas terutama dalam bidang yang mempunyai 

penguasaan teknologi tinggL Ketiga, gabungan persekongkolan horisontal dan 

vertikal merupakan persekongkolan antara pengguna barang dan jasa dengan 

pelaku usaha. Persekongkolan horisontal dan vertikal melibatkan dua pihak 

atau Jebih yang terkait dengan proses tender. Salah satu bentuk 

persekongkolan dimaksud adalah tender fiktif. Dalam kegiatan tender fiktif, 

pengguna barang dan jasa dan pelaku usaha melakukan proses tender secara 

administratif dan tertutup. 

d. Ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menetapkan bahwa pelaku usaha 

dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan 

pemenang tender sehingga dapat mengaklbatkan persaingan usaha tidak sehat. 

Ketentuan dimaksud memberi pengertian bahwa larangan tersebut mencakup 

pula proses pelaksanaan tender secara keseluruhan~ dimulai dari prosedur 

perencanaan1 pembukaan penawaran, sampai dengan penetapan pemenang 
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tender. Berdasarkan cakupan di atas, terbuka peluan persekongkolan disetiap 

tender seperti, persekongkolan saat perencanaan. pembentukan panitia, 

prakualifikasi perusahaan, pembuatan persyaratan tender dan penyusunan 

dokumen tender, pengumuman tender, pengambilan dokumen tender, 

penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau harga dasar lelang~ penjelasan 

tender, penyerahan dan pembukaan dokurnen, evaluasi dan penetapan 

pemenang. pengurnurnan calon pemenang, pengajuan sanggahan~ penunjukan 

pemenang tender, maupun peJaksanaan dan evaluasl pelaksanaan. 

3. Pengadaan Bara.ng dan Jasa Berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 

Tahun 2003 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang!Jasa 

Pemerintah (selanjutnya disebnt Keppres No. 801:2003) 

Di Indonesia, pengadaan barang dan jasa Pemerinta11 telah diatur sejak 

tahun 1974 melalui Keputusan Presiden yang bersifat mengatur (rege1ing)61 dan 

senantiasa diperbaharui dan atau disempumakan.62 Keppres No. 80/2003 yang 

berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2004 mengatur mengenai pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa, baik untuk proyek-proyek pemerintah di departemen 

dan non departemen yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belaoja 

Negara (APBN), proyek-proyek pemerintah daerah yang dianggarkao melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun proyek-proyek Badao 

Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/D). 63 Hal tersebut berarti bahwa instansi 

atau lembaga pernerintah dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan pelaku 

usaha apabila anggarannya belum tersedia dan tidak mencukupi, karena hal itu 

61 C,S.T. Kansi!, Hulmm Tala Pemerinlahan, cet i, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1984), 
hlm. 1()3. 

t.1 Adapun Keppres No. 3012003 telah mengalami 4 kali perubahan dan penycmpumaan 
dibeberapa pasal melalui Keppres No. 6112004, Perpres No. 32!2005, P'erpres No. 70/20(}5, dan 
Perpres No. 812006. Dalam praktik pengadaan bunmg dan jasa pemerintah, Keppres No. 80/2003 
tetap dfgunakan terkccuali perubahan terhadap beberapa pasal yang rcrdapat dalam Keppres dan 
Perpres tersebut di atas. 

63 Gunawan Wljaya, Pengelolaan Hana Kekayaan Negar(J; S1.1atu Tinjauan Yuridis, cet. 
I, (Jakarta: PT Rajagraflndo Persada, 2004), him. 25. Keppres No. 80/2003 juga menjadi 
acutm/diadQpsi beberapa ketentuan pasalnya yang dituangkan dalam peng,umuman tender, dan 
rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) untuk pengadaan barang dan jasa dibeberapa pcrusahaan 
swasta nasional yang secara ketat mempraktikkan prinsip-prinsip good corporate governance 
(GCG) dalam menyeleks1 penyedia barang danjasa. 
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dapat mengakibatkan terlampauinya batas anggaran yang tersedia untuk proyek­

proyek yang dibiayai oleh APBN atau APBD64 Oleh karena itu, Keppres No. 

8012003 diharapkan dapat mewujudkan panyelenggaraan pemerintahan yang 

bersih dan be bas KKN sehlngga pengadaan barang dan jasa dapat diJaksanakan 

secara efisisen dan efektif rnelalui prinsip~prinsip persaingan usaha yang sehat, 

transparan, terbuka, adil dan layak bagi semua pihak, dapat 

dipertanggungjawabkan hasilnya baik dari segi fisik maupun keuangan, dan 

bermanfaat bagi kelancaran tugas pemerlntah dan pelayanan masyarakat.65 

Sasaran Keppres No. 80/2003 adalah pengguna barang dan jasa maupun 

penyedia barang dan jasa sesuai dengan tugas, fungsi, hak, kewajiban~ dan 

peranannya masing-masing dalam proses pengadaan barang dan jasa. Adapaun 

tujuan yang hendak dicapai adalah memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan 

dalam jumlah yang cukup seeara efektif dan efisien dengan kualitas harga yang 

dapat dlpertanggungjawabkan dalam waktu dan tempat tertentu, serta sesuai 

dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku, Tujuan dimaksud hanya dapat 

dicapai apabila pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa terebut berjalan 

dengan adiJ tanpa terdapat unsur persekongkolan, 

Keppres No. 80/2003 meniadakan semaksimal mungkin beberapa 

perlakukan diskriminatif'6 dan hambatan.67 Peniadaan dimaksud berupa; 

a. Pembatasan wilayah dan keikutsertaan perusahaan asing,611 

M Indone~>ia, Keputuscn Pre:siden Tcnrang Pedaman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang!Jasa Pemerinrah, Keppres No. 80 TaJmn20()3, LN No. 120 Tahun2003, TLN 4330, Pasal 
9 ayat (4). 

<iS A.M. Tri Anggralni, Persekongkolan Penawaran Tender Dafam Perspektif Hukum 
Persaingan, Makalah Tanpa Tahun. Lihatjuga Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman, 
Op. Cit. him. 22 

(%Indonesia, Keputusan Presiden No. 8012003, Op.Cit. Pasal 16 ayat (3). 
61 Syamsul Maarif, Beberapa Hambaian daiam lmplementasi Hukwn Persaingan di 

lndone!iia, da[am Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, ed., Proceedings 2002: Undang~undang No. 
5 Tahun 1999 dan KPPU, cet- [,(Jakarta: Pusat ?engkajian Hukum bekerja sama dengan Pusdiklat 
Mahkamah Agung Rl, dan Konsu!tan Hukum EY Ruru & Rekan, 2003), hlm. UO. Lihat juga 
Pasal 28 Keppres No. 8-t2003 yang rnenyempurnakan ketentuan Pasal 26 dimana pasal Jni juga 
bertendensi sama umuk menghambat persaingan usaha sehat meojadi tidak sehat dengan cara 
penunjukan langsung. 

68 lndonesia, Keputusan Pres-iden No. 8012003, Op.Cit. Pasall4 ayal (to) & 42. 
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b. Penambahan persyaratan kualifikasi agar semakin banyak pelaku usaha yang 

dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa sehingga terbentuk pasar yang 

kompetitif'"' 

c. Penghapusan biaya~biaya agar usaha kecil~ menengah, maupun koperasi tidak 

terbebani dengan biaya-biaya yang besar untuk mengikuti kegiatan pengadaan 

barang dan jasa pemerintah. 7(1 

Perbedaan mendasar Keppres No. 8012003 dengan beberapa Keppres 

sebelumnya adalah pemberlakuan ketenluan mengenai Pakta Integritas71 sebagai 

salah satu upaya a1ternatif untuk memberantas korupsi, walaupun hal tersebut 

belum sepenuhnya berha.sil. Pakta Integritas merupakan pakta yang menghendaki 

semua pihak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah 

berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma etika dan mengedepankan 

integritas. Pakta Integritas memuat mekanlsme sanksi baik pidana maupun perdata 

apabila para pihak melanggar kesepakatan tersebut. Melalui Pakta Integritas, para 

pihak memiliki kredibilitas dan apabila terdapat pengingkaran, maka yang 

bersangkutan dapat dikenakan sanksi-sanksi terse but di atas. 

Sebagai mekanis:me pengadaan barang dan jasa pemerintah, Keppres No. 

80/2003 memiliki kelemahan. Keppres no. 8012003 hanya memuat sanksi 

administratif dan perdata72 tetapi tidak memuat sanksi pidana korupsl bagi yang 

meianggamya. Aspek hukum pidana dalam proses pengadaan barang dan jasa 

pemerintah bersifat tidak langsung. Oleh karena itu, aspek pidana diterapkan 

apablla terdapat pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pengguna barang dan 

jasa dan atau pelaku usaha dalam proses pengadaan barang dan jasa.73 

Pengalaman menunjukkan bahwa titik rawan praktik KKN di Indonesia adaiah 

saat transaksi pengadaan barang danjasa dilakukan meJalui persekongkolan dalam 

kegiatan tender. 74 Persekongkolan dalam kegiatan tender dan korupsi merupakan 

dua hal yang sallng berdekatan. KKN dalam pengadaan barang dan jasa 

69 lbid, Pasal 14 ayat (6). 
10 ibid, Pasal 14 ayat (12). 
11 lbid, Pasal 1 angka {21) 
12 Ibid, Pasal49 ayat (I a & b) 
73 Ibid, Pasal49 ayat (I c) 
14 Nurmadjito, "Pakta JntegriJas", Legal Review 28n'H lli {Januari 2005), him 38. 
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pemerlntah dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, Perlama, kolusi antar pelaku 

usaha sehingga harga penawaran menjadi jauh Jebih tinggi dari harga pasar. 

Dalam harag yang Jebih tinggi tersebut, terdapat indikasi "titipan" beberapa 

alokasi profit morgin yang diberikan kepada pejabat-pejabat tertentu. Kedua, 

kolusi beberapa pemberian persentase tertentu dari pelaku usaha kepada pejabat 

yang bersangkutan agar pejabat tersebut dapat "mengatur" persaingan atau seolah­

olah terdapat persaingan (persaingan semu) dalam pengadaan barang dan jasa. 

Ketiga, penyuapan pejabat agar pejabat yang ber.sangkutan dapat mengatur dan 

menentukan pemenang tender. Harga penawaran diturunkan serendah mungkin 

atau di bawah perkiraan biaya sehingga kontrak dapat dimenangkan. Selanjutnya, 

harga yang rendah itu ditutup melalui perubahan-perubahan yang dapat 

menguntungkan pelaku usaha dalam speseifikasi kontrak yang bersifat tcknis yang 

akhimya disahkan oleh pejabat tersebut?5 

Oleh karena itu, beberapa pihak pernah mengusulkan agar ketentuan 

mengenai pengadaan barang dan jasa pemerinlah dibentuk dalam Undang­

Undang khusus yang mengacu pada aspek tindak pidana karupsi dan sanksi yang 

diterapkan berupa sanksi tindak pidana korupsi. Usulan dimaksud merupakan 

usulan altematif untuk menjaring pihuk-pihak yang senantiasa merugikan 

keuangan negara yang berasai dari uang publik dan disalurkan me[atui pajak guna 

dikelola oleh pemerintah, sehingga kebocoran anggaran negam yang besar daJam 

pengadaan barang dan jasa pemerJntah dapat dicegah. 

C. Pendckatan Hukum Dalam Persekongkolan Tender di 

Indonesia 

Dikenal dua pendekatan hukum yang telah lama diterapkan dalam undang· 

undang Antimonopoli, yaituper se illegal dan rule ofreason,76 Pendekatan rule of 

75 Robert K!itgaard, Ronald Maclian-Abaroa, dan H. Lindsey Parris, Pemmtun 
Pemberantasan !Wrupsf dalam Pemerinlahan Daerah (Corrupl cities_· a praclical gufde to cure 
and preveniian) diterjemahkan o!eh Masri Maris, eeL II, (Jakarta: Yayasan Obor 1ndonesia & 
Partnershf for Governance Reform in fnd<!nesia, 2002), him. 46 

7 Pada tahun 1914, The Sherman Act 1890 dlsempumakan dengan dikeluarkannya Actio 
Supplemem Existing Laws Against Unlawful Restraints and Monopolies )'ang dikenal dengan 
sebutan the Clayum Act. Pada tahun yang sama d!terbltkan Acl to Cnwfe a Federal Trade 
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reason adaiah suatu pendekatan yang digunakan oJeh lembaga otoritas persaingan 

usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiaran usaha 

tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat 

menghambat atau mendukung persaingan. Sebaliknya, pendekatan per se illegal 

adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, 

tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulka.n dari perjanjian atau 

kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai per se illegal biasanya 

meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu. serta pengaturan 

harga jual kembali.77 

Pada umumnya, persekongkolan dalam kegiatan tender dianggap sebagai 

per se illegal bahkan masalah kegiatan tender diatur dalam UU khusus dibeberapa 

negara yang tidak mempunyai UU anti monopolL Hal tersebut disebabkan oleh 

peluang untuk herbuat curang dalam tender kolusif yang mengakibatkan kerugian 

terhadap anggaran belanja negara. 78 Di Indonesia, larangan persekongkolan dalam 

kegiatan tender diatur dalam ketentuan Pasal 22 UU No. 5 TallUn !999 yang 

menetapkan bahwa pelaku usaha dilarang bcrsekongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang lender yang dapat mengakibatkan 

tcrjadinya persaingan usaha tidak sehat Ketentuan pasal tersebut menyimpulkan 

bahwa penyelidikan terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 

1999 dilakukan melalui metode pendekatan nde of reason. Hal itu terlihat dalam 

kalimat yang menyatak:an " .... sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat .. " Pengertian kalimat dimaksud adalah tender 

kotusif "dapat» dilakukan apabila tidak " ... mengakibatkan terjadinya persaingan 

usaha tidak sehat ... " Ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berbeda dengan 

pengaturan tender dibeberapa negara yang mengutamakan pendekatan per se 

illegal, seperti Amerika Serikat dan Jepang. Otoritas pengawas persaingan usaha 

Commtssion, to Define {ts Powers and Duiies. audfor Orhcr Purposes yang febih dikenaf dengan 
the Pederol Trade Commission Acl, Kemudian pada lahun 1936, the Clay/on Act dlsempumakan 
dengan rife Robinson-Pamwn Act, di mana penyempurnaannya terbalas puda Pasal 2 rile Clayton 
Act yang mengatur lentang Diskriminasi Harga, Lihat Stephen F. Ross, Principles of Antitrust 
Law, (Westbury New York: The Foundation Press, Inc., 1993), him. 395-399 

71 R.S. Khemani and O.M. Saphiro, Glossary of Indus/rial Organisation Economics and 
Conpetliion Law, (Paris: OECD, 1996), p. 51 

m Hansen, Op.Cit, him, 313. 
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dapat menjatuhkan pldana denda atau sanksi administratif terhadap pelaku usaha 

dan atau pengguna barang dan jasa yang terlibat apabila tiap pihak yang 

berpartisipasi bersepakat dan terbukti dalam persekongkolan tender. Pendukung 

pendekatan tersebut berpendapat bahwa tender kolusif tidak terkait dengan 

struktur pasar sehingga tidak memerlukan analisis kekuatan pasar karena tidak 

terdapat unsur pro-persaingan.79 Tender kolusif mengutamakan aspek perilaku 

berupa peJjanjian persekongkolan yang umumnya dilakukan tanpa bukti tertulis. 
' 

Konsekuensi logis pendekatan rule of reason yang dianut leh ketentuan pasal 22 

UU No. 5 Tahun 1999 rnenyehabkan KPPU sulit untuk rnelakukan proses 

penyeltdikan persekongkolan daiam kegiatan tender karena KPPU barns 

membuktikan bahwa persekongkolan dalam kegiatan tender "dapat 

mengakibatkan" persaingan usaha tidak sehat. Unsur dimaksud dianggap sebagai 

proses pembuktian yang berlebihan sehingga menyulitkan KPPU dalam rnembuat 

putusnn.'110 

Amerika Serikat mengatur dan melakukan pengawasan yang ketat 

terhadap persekongkolan dalam kegiatan tender,81 sebagaimana tertuang dalam 

ketentuan Sherman Act 1890.82 Adapun persekongkolan dalam kegiatan tender di 

atur dalam ketentuan Pasal 1 Sherman Act 1890 yang menetapkan bahwa setiap 

perjanjian, gabungan dalam bentuk perusahaan atau yang lainnya atau konspirasi 

dengan maksud untuk membatasi perdagangan atau bisnis antara negara~oegara 

federal atau dengan negara~negara asing merupakan perbuatan melawan hukum 

(illegal}. Di Amerika Serikat, persekongkolan dalam kegiatan tender diperlakukan 

sama dengan kartel, yakni menghukum tindakan tersebut melalui metode 

pendekatan per se illegal. Sl 

Di Jepang, persekongkolan dalam kegiatan tender (Dango) diperlakukan 

sama dengan Kartel, yaitu menghukum tindakan tersebut melalui metode 

'I? Anggraini, Larongan Praktik Mvnopoli, Op.Cit. hlm, 365 
~~.~ Anggrainl, Persekongkolan Penawaran Tender, Op,Cit, hlm, 15~18 
ut Okatani, Op.Cit: 261 
92 Yuhassarie, Proceedings 2002, Op.Cit, blm.8. 
83 Ningrum N, Sirait, Hukum Poi!l:mingan di lndom:sta: UU No. 511999 tentang l.arangon 

Praktik Monopofi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, cet. I, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 
2004), him. I 00 
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pendekatan per se illegal. 84 Ketentuan dimaksud diterapkan setelah UU 

Antimonopoli Jepang diamandemen pada tahun 1952. Adapun kategori substansi 

larangan per se illegal dalam ketentuan Pasal 2 ayat (6) UU Antimonopoli Jepang 

adalah hambatan yang tidak wajar dalam perdagangan (unreasonable restraint of 

trade). Harnbatan tersebut mencakup kegiatan bisnis pelaku usaha yang 

membatasi atau melakukan kegiatan untuk menetapkan, mempertahankan atau 

menaikkan harga, atau membatasi produksi, teknologi, barang yang bertentangan 

dengan kepentingan publik atau persaingan. UU Antimonopoli Jepang banyak 

mengadopsi ketentuan Antitrust Law Amerika Serikat, seperti Sherman Act 1890. 

Oleh karena itu, Japan Fair Trade Commission (JFTC) dalam melakukan 

penyelidikan terhadap pelanggaran UU Antimonopoli menggunakan pembuktian 

langsung dan pembuktian berdasarkan keadaan. 

IN Hard Core Carrels Activities, including price fixing, output restriction, hid rigging and 
market division are prohibited by current Japanese Cartel Law. The key component of which The 
Existence of an agreement constituting a hussines~· restriction is a concept similar in nature to per 
se illegality under the United States Anti trust Low, in Jiro Tamamura, J.M. Gidley and Douglas 
M. Jasinski (White and Case LLP) 
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KEWENANGAN KPPU DALAM PENANGANAN PERKARA 

PERSEKONGKOLAN PELELANGAN BARANG/JASA 

A. Pengertian Lelang dan Tender 

Tender ada1ah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu 

pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa 

(Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Pen.,aertian tender 

mencakup tawtuan mengajukan harga untuk memborong atau rnelaksanakan suatu 

pekerjaan, mengadakan barang dan atau jasa. mernbeli suatu barang dan atau jasa, 

dan menjual suatu barang dan ataujasa. 

Cakupan dasar penerapan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehal adalah 

tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui: 

a. Tender terbuka. 

b. Tender terbatas. 

c. Pelelangan umum. 

d. Pelelangan terbatas, 

Berdasarkan cakupan dasar penerapan lni, maka pemilihan langsung dan 

penunjukan langsung yang merupakan bagian dari proses tender/lelang juga 

tercakup dalarn penerapan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak: Sehat.85 

Black rnendefinisikan tender sebagai berii-ut: 

"Tender is an offer of money. Tender, though usually used in connection 

with an offer to pay money, is properly used in connection with offer of properly 

or performance of duty other than payment of money. In common law pleading, is 

a plea by defendant that he has been always ready to pay the debt demanded, and 

&
5 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Ped()man Pasa/12, him. 7 
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before the commencement of the action tendered it to the plaintiff, and now brings 

it into cou1'1 ready to be paid to him ".86 

Black mendefinisikan lelang/auction sebagai a sale of property to the 

highest bidder. 87 Berdasarkan Uniform Commercial Code!UCC, penjualan 

melalui lelang/pelelangan dianggap selesai pada saat panitia mengurnumkan 

pemenang dan harga lelangnya serta mengetukkan palu. Dalam kamus hukum 

ekonomi, auction atau lelang diartikan sebagai cara penjualan barang di depan 

urn urn yang dilakukan dengan penawaran bertingkat naik turun.88 

Penafsiran pengertian tender dalam Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 

1999 dapat dilakukan melalui penafsiran teleologis, yaitu penafsiran terhadap 

tujuan UU No. 5 Tahun 199989 sebagai upaya untuk rnemulihkan kegiatan 

ekonomi yang terganggu atau persaingan usaha tidak sehat pada pasar 

bersangkutan. Artinya, dalam prinsip persaingan diperlukan pengertian dan 

pemahaman bahwa dalam kegiatan ekonomi apapun persaingan harus tetap 

terselenggara. Oleh karena itu, apabila dalam suatu pasar tertentu terdapat 

hambatan persaingan dan akibat hambatan tersebut terdapat pihak-pihak yang 

dirugikan, rnaka persaingan usaha sehat dalam pasar bersangkutan harus 

dipulihkan. Selanjutnya, apabila persekongkolan dalam kegiatan tender terbukti, 

maka KPPU harus menerapkan ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang 

bertujuan untuk memulihkan persaingan usaha tidak sehat menjadi persaingan 

usaha sehat. 90 

Majelis Komisi Perkara No. 07/KPPU-L/200491 tentang persekongkolan 

tender dalam penjualan 2 (dua) unit kapal tanker (VLCC) milik PT Pertamina 

(Persero) mendefinisikan tender sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 

22 Tahun 1999 yaitu sebagai tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong 

86 Black, Henry Campbell, Black's Law Dictionary, 6th Edition, St. Paul Minnesota: West 
Publishin~ Co., 1992, p.l467 

8 Tbid, p 125 
88 Elly Erawati dan J.S. Badudu, "Kamus Hukum Ekonomi, (Jakarta, Elips, 1996), him. 6 
89 Indonesia, Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopo/i dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat, Op.Cit, Pasal 3. 
90 Silalahi, Dampak Putusan KPPU terhadap Pertamina, Loc.Cit 
91 Putusan Perkara No. 07/KPPU-U2004 tentang persekongkolan tender dalam penjualan 

2 (dua) unit kapal tanker (VLCC) milik PT Pertamina (Persero) 
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suatu pekeJjaan, untuk: mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. 

Selain itu, Majelis Komisi rnempeduas pengertian tender tersebut menjadi 

tawaran mengajukan harga yang meliputi tawaran untuk pembetian atau tawaran 

Wltuk pengadaan suatu barang ataujasa dan tawaran untuk penjualan suatu barang 

ataujasa. 

Dengan definisi tersebut, maka penjualan 2 (dua) unit kapal tanker (VLCC) milik 

PT Pertarnina {Persero) masuk dalam deflnisi tender sebagaimana dirnaksud 

dalam Pasal22 UU No.5 Tahun 1999. 

Selain penjualan 2 (dua) unit kapal tanker (VLCC) milik PT Pertamina 

(Persero)~ KPPU juga menangani perkara telang, yang berdasarkan pcdoman Pasal 

22 UU No. 5 Tahun 1999 lelang umum dan lelang terbatas tennasuk dalam 

cakupan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Dengan demikian, KPPU berwemmg 

untuk menangani perkara persekongkolan dalam lelang. 

Berdasarkan hal tersebut. penulis akan menguraikan mengenai perkara 

persekongkolan !clang yang ditangani oleh KPPU dalam Perkara No. 04/KPPU­

L/2005 tentang Lelang gu1a ilegal yang dimenangkan o1eh PT Angels Products 

dan Perkara No. 17/KPPU-L/2007 tentang pelelangan 1800 lembar saham PT 

Dhannala Sakti Sejahtera di PT Asuransi Jiwa Manulife lnrlonesia, 

B. Perkara Persekongkolan dalam Pelelangan yang ditangani oleb 

KPPU 

Sebagaimana diuraikan dalam Bab I bahwa mayodtas laparan yang masuk 

ke KPPU adalah mengenai persekongkolan tender sehingga hal ini berlanjut 

terhadap bauyaknya perkarn tender yang ditangani oleh KPPU. Dalam 

perkembangannya, KPPU juga menangani perkara persekongkolan yang terjadi 

dalam pelelangan, diantaranya adalah Perkara No. 04/KPPU-L/2005 tentang 

Lelang Gula lllegal yang dimenangkan oleh PT Angels Product, dan Perkara No. 

17/KPPU-L/2007 tentang Pe1e1angan 1800 Lembar Saham PT Dhannala Sakti 

Sejahtera yang ada di PT Asuransi Jiwa ManuHfe Indonesia. 
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Afasan penuHs memihh dua perkara persekongkolan lelang untuk 

dianalisis dalam tesis ini adalah karena di kedua perkara ini para pihak 

mempermasalahkan mengenal kewenangan KPPU untuk menangani perkara 

persekongkolan lelang. Permasaiahan ini rnuncul karena mereka melihat aturan 

yang terdapal dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 hanya mengatur tentang 

tender, bukan lelang. Untuk Putusan Perkara No. 04/KPPU-L/2005, para Terlapor 

menggunakan upaya hukum kebemtan sampai ke tingkat Kasasi di Mahkamah 

Agung Republik Indonesia. Sedangkan untuk Putusan Perkara No. 17/KPPU­

L/2007, para pihak dinyatakan tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU 

No. 5 Tahun 1999 sehingga mereka menerima pumsan KPPU tersebut 

Dalam bab III ini, penulis membatasi hanya membahas mengenai 

kewenangan KPPU dalam menangani perkara persekongkoJan lelang. Mengenai 

pemenuban unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 akan di bahas secara 

tersendiri dalam Bab IV. 

l. Perkara No. 04/KPPU-L/2005 

a. Putusan KPPU Perkara No. 04/KPPU-L/2005 

Perkara ini diawali dengan adanya laporan yang masuk ke KPPU pada 

tanggal 10 Januari 2005. Setelah melalui proses penanganan pelaporan92
, maka 

laporan tersebut kemudian disetujui dalam Rapat Kornisi untuk masuk menjadi 

perkara dengan nornor register 041KPPU-U2005. 

Para pihak dalam perkara ini adalah PT Angels Products sebagai Terlapor 

I, PT Bina Muda Perkasa sebagai Terlapor II, Sukamto Effendy sebagai Terlapor 

Ill, dan Ketua Panitia Lelang (Susanto, SH, MH) sebagai Terlapor IV. 

KPPU menduga telah terjadi persekongkolan antara PT AngeJs Products 

(Pemenang), PT Bina Muda Perkasa, Sulu!mto Effendy dan Susanto SH, MH 

(Panitia Lelang) dalam lelang gula impor ex Thailand sebanyak 56.343.577 Kgs 

91 Pada saat penanganan perkara ini berja!an, lata cara penanganan perkara di KPPU 
masih menggunakan ketentuan dalarn Keputusan KPPU Nomor: 051KPPV!KEP/IX!2000 tentang 
Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Ougaan Pelanggaran Terhadap Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1999. Saat ini, tata cara penanganan perkara di KPPU sudah diubah dengan 
Peraturan Komisi No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. 
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yang merupakan barang bukti dalam tindak pidana kepabeanan dengan terdakwa 

Drs. Abdul Waris Halid. 

Setelah melalui proses perneriksaan pendahuluan selama 30 hari kerja, 

pemeriksaan lanjutan selama 60 hari kerja dan diperpanjang selama 30 hari kerja, 

maka Tim Investigator kemudian membuat Investigator Statement yang 

diserahkan kepada Majelis. Komisi sebagai bahan pertimbangan dalam 

memutuskan perkara ini. Adapun keslmpuJan yang disampaikan dalam 

lnvesligator Statement tersebut adalah sebagai berikut: 

I. Bahwa telah terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh PT Angels 

Products, PT Bina Muda Perkasa dan Sukamto Effendy untuk mengatur agar 

PT Angels Products menjadi pemenang dalam lelang barang bukti gu\a pasir 

kristal putih, karena Sukamto Effendy yang mendanai kedua peserta lelang 

tersebut. sehingga pada acara penawaran lelang. PT Bina Muda Perkasa 

herhenli melakukan penawaran sebelum Rp 118.000.000.000 (seratus 

delapan belas miliar rupiah). 

2. Bahwa Panitia Lelang Ielah mengarahkan PT Angels Products dan atau PT 

Bina Muda Perkasa untuk menjadi peserta lelang be:rupa: 

a, Membuat persyaratan lelang yang mengatur bahwa yang menjadi peserta 

lelang adalah perusahaan yang memiliki ijin usaha pabl."ik gu1a atau industri 

gula rafinasi, sehingga perusahaan yang tidak pernah melakukan usaha 

dlbldang pabrik gula atau industri gula bisa menjadi peserta Jelang; 

b. Pengumuman lelang yang hanya dilakukan di harian lokal dan kewajihan 

menyetor uang jaminan sehesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar 

rupiah) hanya dalam waktu 2 (dua) hari kerja menunjukan bahwa panitia 

lelang sengaja rnengarahkan hanya pada perusahaan tertentu yakni PT 

Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa. 

Terhadap investigator statement yang disampaikan kepada para Terlapor, 

terkait dengan kewenangan KPPU dalam menangani perkara persekongkolan 

lelang, maka PT Angets Products dan PT Bina Muda Perkasa melalui Kuasa 

hukumnya menyampaikan tanggapan sebagai berikut: 
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1. Tentang Lelang Barang Bukti Gula Pasir Krista! Putih Yang Dimenangkan 

Oleh PT Angels Products Bukanlah Suatu Tender; 

a. Lelang yang diikuti oleh PT Bina Muda Perkasa adalah Jelang eksekusi yang 

didasari oleh adanya Penetapan Pengadilan sesuai dengan Pasal45 KUHAP. 

Pengaturan mengenai pelaksa.naan lelang diatur dalam Keputusan Menteri 

Keuangan RI No. 304/KMK.Ol/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 

maupun peraturan tentang JeJang lainnya seperti Keputusan Menteri 

Keuangan RI no. 339/KMK.Ol/2000 tentang Pejabat Balai Lelang, 

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 338/KMK.Ol/2000 tentang Pejabat 

Lelang, Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara No. 

44/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis Balai Lelang maupun Peraturan Lelang 

(Vendur Reglement Staatsb/ad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan 

Staatsblad 1940:56) serta peraturan lainnya yang mengatur tentang lelang; 

b. Pada Pasal 22 UU No.5 Tahllll 1999 dinyatakan sebagai berikut: "Pelaku 

Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan alau 

menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat"; 

c. Pengertian tender menurut UU No.5 Tahun 1999 ialah tawaran mengajukan 

harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadaan barang~barang, 

atau untuk menyediakan jasa, sedangkan pengertian lelang menurut 

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 304/KMK.Ol/2002 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang ialah penjualan barang yang terbuka untuk. umum baik 

secara langsung maupun melaluf media elektronik dengan cara penawaran 

harga secara lisan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan 

peminat~ 

d. Berdasarkan uraian tersebut~jangkauan penerapan Pasal22 UU No.5 Tahun 

1999 ialah adanya persekongkolan yang dilakukan oleh para pelaku usaha 

dalam suatu tendeL Mengingat tender dan lelang adalah suatu perbuatan 

hukum yang berbeda dan oleh karerumya memiliki pengaturan berbeda pula, 

maka adalah salah dan sangat tidak tepat apabila menerapkan Pasal 22 UU 

No.5 Tahun 1999 terhadap lelang barang bukti gula pasir kristal putih, yang 
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dilaksanakan berdasa.rkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Jakarta Utara sesuai Pasa145 UU No.8 Tahun 1981; 

Berkaitan Investigator Statement dan tanggapan yang disampaikan oleh 

para TerJapor, maka MajeHs Komisi menyampaikan pertimbangan sebagai 

berikut: 

1. Terhadap analisis fakta dalam Investigator Statement. PT Angels Products 

menanggapi yang pada pokoknya Tim Investigator tidak melakukan 

perhitungan harga gula yang wajar kecuali hanya berdasarkan perhitungan 

dari Dewan Gula Indonesia. MajeHs Komisi berpendapat bahwa harga Ieiang 

tersebut tidak wajar karena jaub dibawah harga pasar serta jauh dibawah 

harga minimum ditingkat petani sesuai dengan SK Menpertndag Nomor 

527/MPP/Kep/9/2004 tanggal 17 September 2004 yang menyatakan harga 

gula minimum ditingkat petani Rp 3.41 0/kg. 

2. Terhadap analisis takta dalam Investigator Statement, PT Angels Products 

dan PT Bina Muda Perkasa menanggapi tuduhan Tim Investigator yang 

menyatakan Sukamto Effendy tcrkait dengan PT Angels Products dan PT 

Bina Muda Perkasa sebagai penyandang dana bagi keduanya sehlngga 

terjadl persaingan semu merupakan analisis yang prematur, sangat men gada­

ada dan cenderung hanya berupa tuduhan-tuduhan yang sama sekali tidalc 

berdasar hukum. MajeHs Komisi berpendapat bahwa meskipun PT Bina 

Muda Perkasa membantah mengena1 Sukamto Effendy namun Sukamto 

Effundy dalam tanggapannya tidak rnembantah keberadaannya di PT Bina 

Muda Perkasa maupun di PT Angels Products sehingga Majelis Komisi 

berpendapat bahwa PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa 

terasosiasi meJalui Sukamto Effendy. 

3. Terhadap analisis fakta daiam Investigator Statement, PT Bina Muda 

Perkasa menanggapi dengan dinyatakannya PT Bina 1-fuda Perkasa sebagai 

peserta lelang telah membuktikan bahwa PT Bina Muda Perkasa adalah sah 

dan layak mengikuti lelang. Majelis Komisi berpendapat bahwa PT Bina 

Muda Perkasa adalah perusahaan yang tidak layak mengikuti lelang karena 
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belum pemah melakukan kegiatan apapun walaupun PT Bina Muda Perkasa 

memiliki ijin sebagai perkebunan tebu, industri gula dan pengolahan gula. 

4. Terhadap analisis fakta dalam Investigator Statement, PT Bina Muda 

Perkasa menanggapi yang pada pokoknya bahwa telah jelas PT Bina Muda 

Perkasa berhenti melakukan penawaran pada angka Rp 118.000.000.000 

(seratus delapan belas miliar rupiah) karena tidak mampu membayar harga 

lelang pada angka tersebut. Majelis Komisi berpendapat bahwa PT Bina 

Muda Perkasa seharusnya tidak mengajukan penawaran sejak awal namun 

PT Bina Muda Perkasa telah memberikan kesempatan kepada PT Angels 

Products untuk memenangkan lelang; 

5. Terhadap unsur bersekongkol dalam Investigator Statement, PT Angels 

Products dan PT Bina Muda Perkasa menanggapi yang pada pokoknya 

bahwa Tim Investigator hanya menggunakan asumsinya bahwa dengan 

dibuatnya syarat untuk menjadi peserta lelang adalah perusahaan yang 

memiliki izin pabrik gula maka persyaratan tersebut sengaja dibuat untuk 

mengarahkan PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa sebagai 

peserta lelang. Majelis Komisi berpendapat bahwa persyaratan yang dibuat 

oleh Panitia lelang adalah untuk memfasilitasi PT Angels Products dan PT 

Bina Muda Perkasa agar dapat mengikuti lelang. Majelis Komisi juga 

menemukan petunjuk lain yakni pengumuman lelang dilakukan hanya di 

harian lokal dan adanya kewajiban menyetor uang jaminan sebesar Rp 

50.000.000.000 (lima pu1uh mi1iar) dalam jangka waktu 2 (dua) hari kelja 

menunjukkan bahwa Panitia lelang hanya mengarahkan pelaku usaha 

tertentu. 

6. Terhadap unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dalam 

Investigator Statement, PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa 

menanggapi elemen adanya perbuatan kerjasama antara PT Angels Products, 

PT Bina Muda Perkasa dengan pihak panitia lelang tidak terbukti sehingga 

pada akhimya unsur bersekongkol tidak terpenuhi, maka secara otomatis 

unsur mengatur dan atau menentukan tender/lelang tidak terpenuhi. Majelis 

Komisi berpendapat bahwa bentuk kerjasama antara PT Angels Products, PT 
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Bina Muda Perkasa dan pihak panitia lelang didapatkan melalui berbagai 

petunj uk yang diperoleh selama pemeriksaan diantaranya dalam bentuk 

penentuan persyaratan lelang serta pemilihan media dan waktu pemuatan 

pengumuman yang mengarah pada PT Angels Products dan PT Bina Muda 

Perkasa sebagai peserta lelang. 

7. Terhadap dilakukannya pemeriksaan dugaan persekongkolan lelang barang 

bukti berupa gula pasir kristal putih, PT Angels Products dan PT Bina Muda 

Perkasa rnenanggapi bahwa karena lelang tersebut dilaksanakan dengan 

tujuan untuk melaksanakan pasal45 UU No.8 Tahun 1981 maka pelelangan 

barang bukti gula pasir kristal putih tersebut termasuk perbuatan yang 

dikecualikan dari ketentuan UU No 5 Tahun 1999 Pasal 50 huruf a. Majelis 

Komisi berpendapat babwa pasa1 45 UU No 8 Tahun 1981 ada1ab dasar hak 

bagi Jaksa Penuntut Urn urn dalam rnelaksanakan lelang barang bukti, namun 

demikian Jaksa Penuntut Umum harus tetap memperhatikan peraturan 

perundang-undangan lain yang berlaku termasuk UU No 5 Tahun 1999 

sehingga pelaksanaan lelang tersebut tidak dapat dikecualikan dari pasal 50 

huruf a UU No. 5 Tabun 1999; 

8. Terhadap tanggapan PT Angels Product dan PT Bina Muda Perkasa yang 

menyatakan bahwa lelang barang bukti gula pasir kristal putih bukanlah 

suatu tender sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU No.5 Tahun 1999, 

Majelis Komisi berpendapat bahwa berdasarkan penjelasan pasal 22 UU No. 

5 Tahun 1999 tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong 

suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan 

jasa. Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk 

memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang dan 

atau jasa, membeli suatu barang dan atau jasa, dan menjual suatu barang dan 

atau jasa. Berdasarkan defenisi terse but maka cakupan dasar penerapan pasal 

22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga 

yang dapat dilakukan melalui tender terbuka, tender terbatas, pelelangan 

umum dan pelelangan terbatas, sehingga lelang barang bukti tersebut 

merupakan bagian dari pasa1 22 UU No.5 Tabun 1999. 
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Berdasarkan pertimbangan~pertimbangan di atas, Majelis Komisi 

memutuskan sebagai berikut: 

I. Menyatakan Terlapor I PT Angels Products, Terlapor II PT Bina Muda 

Perkasa, Terlapor III Sukamto Effendy dan Teriapor IV Susanto, SH., MH 

Ketua Panitia Lelang secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU 

Nomor 5 Tahun 1999; 

2. Menghukum Tedapor l PT Angels Products untuk membayar denda sebesar 

Rp 1.000.000.000 (Satu Millar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas 

Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen 

Keuangan Direktorat J enderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di JL Jr. H. Juanda No. 19 Jakarta 

Pusat meialui Bank Pemerintah dengnn kode penerimaan 1212 selambat­

lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan; 

3. Menghukum Terlapor II PT Bina Muda Perkasa untuk membayar denda 

sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke 

Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen 

Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di JL Ir. H. luanda No. 19 Jakarta 

Pusat melalui Bank Pernerintah dengan kode penerimaan 1212 se1ambat-

1ambatnya 30 (tiga pu1uh hari) sejak dibacakarmya putusan; 

4. Menghukum Terlapor Ill Sukamto Effendy untuk membayar denda sebesar 

Rp I .000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas 

Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen 

Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di JL Ir. H. luanda No. 19 Jakarta 

Pusat melaiui Bank Pemerint:ah dengan kode penerimaan 1212 selambat­

larnbatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan; 

5. Melarang Terlapor I PT Angels Products dan Terlapor II PT Bina Muda 

Perkasa dalam bentuk larangan untuk mengikuti dan atau tcrlibat dalam 

kegiatan Jelang serupa selarna 2 (dua) tahun sejak dibacakarmya putusan; 
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6. !'vierekomendasikan kepada atasan langsung Susanto, S.H. MH., untuk 

melakukan pemeriksaan, penyidikan dan menjatuhk:an sanksi sesuai denga.n 

kerentuan yang berlaku terhadap Susanto, S.H. MH. alas keterlibatannya 

dalam persekongko!an lelang gula pasir kristal putih oleh Kejaksaan Negeri 

Jakarta Utara. 

b. Upaya Hukum Keberatan dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan No. 04/Pdt.KPPU/2005/PN.Jak.Sel 

Ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 menetapkan apabila 

pelaku us aha tidak dapat menerima Putusan KPPU, maka pelaku usaha dapat 

mengajukan upaya hukum keberatan ke PN dalam jangka waktu 14 hari setelah 

pela.ku usaha menerima putusan KPPL. Jangka waktu tersebut dihitung dari 

tanggal pelaku usaha menerima pemberltahuan puttiSan dan bukan saat putusan 

dijatuhkan. Terlapor dianggap telah roenerima pemberitahuan Pelikan Putusan 

berikut Salinan PutusaMya terhitung sejak hari/tanggal tersedianya Salinan 

Putusan tersebut di ·website KPPU. 93 

Berdasarkan kerentuan Pasal45 ayat (I dan 2) UU No.5 Tahun 1999, PN 

wajib melakukan pemeriksaan upaya hukum keberatan yang diajukan oleh pelaku 

usaha dalam jangka waktu 14 hari sejak upaya hokum keheratan diterima 

sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan memberi putusan 

dalam jangka waktu 30 hari sejak penerimaan pemeriksaan upaya hukum 

keberatan tersebut. 94 Pembatasan jangka waktu 30 hari untuk memeriksa 

permohonan upaya hukum keberatan di atas, dimaksudkan sebagai pembatasan 

peran PN untuk melakukan peninjauan atas permohonan keringanan sanksi yang 

diajukan oleh pelaku usaha, karena peran PN daiam pemeriksaan upaya hukum 

keberatan tidak terlalu akitf PN tidak pedu melakukan pemeriksaan ini persoon 

'n Komisi Pengawas Pe~aingan Usaha, Perawran Komisi tentang Tala Cora 
Penanganan Perkara di KPPU, No. I Tahun 2006. 

w Arie Siswanto, Hufmm Persoingan Usaha, cet. !, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). 
him. 98-99 
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a tau memeriksa pokok perkara 95
, namun cukup melakukan pemeriksaan terhadap 

berkas perkara% a tau melakukan penilaian terhadap sanksi administratif 

(penerapan hukurn). Ketentuan tersebut tidak serta merta mcnghambat keinginan 

anggota majelis hakim yang memeriksa substansi (pokok perkara) terhadap 

pengajuan upaya hukum keberatan, sepanjang anggota majelis hakim memiliki 

kredibilitas dan keahlian kJmsus untuk menangani perkara hukum persalngan 

usaha melalui pemikiran dan argumen yuridis atas rindakan-tindakan yang 

dilakakannya. 

Upaya hakum keberatan yang ditetapkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 

diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. I 

Tahun 2003 tentang Tata Cara Pcngajuan Upaya hukum Keberatan Terhadap 

Putusan KPPU (se1anjutnya disebut dengan Penna No. 112003).97 

Dalam praktik, penerapan Perma No. 112003 rnemiliki banyak kelemahan 

sehingga MA rnenyempumakan Penna tersebur melalui Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan upaya 

Hakum Keberatan terharlap Putusan KPPU (se1anjutnya disebut dengan Perma 

No. 3/2005). Upaya hukum keberatan para Terlapor ke PN terkait dengan Putusan 

KPPU Perkara No. 04/KPPU-L/2005 menggunakan ketentuan yang terdapat 

dalam Perma No. 312005. 

PT Angels Product mendaftarkan upaya hukum keberatannya pada tanggal 

12 Oktober 2005 di Kepanileraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan 

register No. 04/Pdt-KPPU/2005/PN.Jak.Sel yang merupakan induk dari komulasi 

gabungan permohonan-permohonan para pemohonlpara Terlapor yang sejenis 

yang semuanya menyatakan keberatan terhadap Putusan KPPU no, 041KPPU­

L/2005, yaitu Sakamto Effendy dengan register No. 05/Pdt­

KPPU/2005/PN.Jak.SeL PT Bina Muda Perkasa mendaftarkan keberatannya di 

95 Siti Anisah, "Permasalahnn Sf!putar Tata Cara Pengajauan Kebe.rataan Terhadap 
Pulusan KPPU", Jumal Hukum Bisnis 24-No. 2 (2005): 19. 

96 Paulus E. Lotultmg, Perma No, 112003 Tentang Tata Caro Pengajuan Upayo Hukum 
Keberatan Terlradap Putusan KPPU dalam Yuhassarie, Proceedings 2004 Undang~tmdang No. 
5/1999 dan KPPU, Op.Cit hlm. 68 
97 lndonesia. Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum 
Keberatan terhadap Purusan KPPU, Perrna No. I Tahunu 2003, Pasall Ayat (1), Pasa\2 Ayat (2) 
dan Pasal 4 Ayat (I) 
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register No. 

mendaftarkan 

keberatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register 

No. 01/KPPU/2006/PN.Jak.Utr. 

Pokok-pokok keberatan yang disampaikan oleh PT Angels Product 

(Pemohon I) adalah sebagai berikut: 

l. KPPU (Tenmohon) telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena telah 

memberikan kewajiban pembuktianlbeban pembuktian pada Terlapor. 

2. KPPU telah bertindak :secara sewenang-wenang dalam memeriksa dan 

memutus perkara a quo. 

:3. Mengenai unsur bersekongkol yaitu tuduhan persekongkolan antara 

Pemohoon I dengan Panitia Lelang (Pemohon IV), pertimbangan KI'PU 

tidak berdasarkan hukum dan terlalu prematur karena pertimbangan KPPU 

hanyalah merupakan asumsi dan sama sekali bukan suatu pertimbangan 

yang didasarkan oieh adanya pembuktian sebagaimana yang telah ditetapkan 

aleh Undang-undang. 

4. Mengenai unsur persaingan usaha tidak sehat, KPPU telah melampaui 

kewenangannya yaitu menilai suatu perbuatan yang tidak melawan hukum 

menjadi perbuatan melawan hukum. 

5. KPPU tidak membuktikan semua unsur-unsur dalam Pasal 22 UU No. 5 

Tahun 1999> oleh karenanya KPPU telah salah menerapkan hukum dalam 

memeriksa dan memutuskan perkara a quo. 

Pokok-pokak keberatan yang disampaikan oleh PT Bina Muda Perkasa 

(Pemohon H) adalah sebagai berikut: 

1. Pertimbangan Majelis Komisi yang menyimpulkan behwa PT Bina Muda 

Perkasa terasosiasi dengan Sukamto Effendy adaJah pertlmbangan tidak 

benar dan tidak berdasar pada pembuktian sebagaimana yang diatur dalam 

undang-undang. 

2, Pertimbangan Majelis Komisi yang menyatakan bahwa PT Bina Muda 

Perkasa tidak layak mengikuti lelang tidak berdasar karena PT Bina Muda 
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Perkasa telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh Panitia 

Lelang. 

3. Pertimbangan Majelis Kornlsi yang menyatakan bahwa PT Bina Muda 

Perkasa telah memberikan kesempatan kepada PT Angels Products untuk 

memerumgkan lelang adalah keliru dan tidak berdasar hukum karena PT 

Bina Muda Perkasa telah mengikuti lelang sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

4. Kesimpulan MajeJis Komisi bahwa telah terjadinya persekongkolan antara 

PT Bina Muda Perkasa dengan PT Angels Products maupun dengan Susanto 

SH, MH hanya didasarkan pada bukti-bukti yang telah ditentukan dalam 

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. 

5. Majelis Komisi tidak memutus berdasarkan alat-alat bukti yang diharuskan 

da!am ketentuan UU No. 5 Tahun 1999. 

6. KPPU tidak membuktikan semua unsur-unsur pe[anggaran Pasal 22 UU No. 

5 Tahun 1999. 

Pokok-pokok keberat..n yang disampaikan oleh Sukamto Effendy 

(Pemohon HI) adalah sebagai berikut: 

I. Pertimbangan KPPC dalam menyimpulkan Sukamto Effendi terasosiasi 

dengan PT Bina Muda Perkasa adalah keliru dan tidak didasari oleh bukti­

bukti yang euknp. 

2. Kesimpulan KPPU yang menyatakan Sukamto Effendy telah melakukan 

persekongkolan atau kerja sama antar peserta lelang untuk menciptakan 

persaingan semu tidak didasarkan pada pembuktian yur[dis sehingga KPPU 

hanya memutus berdasarkan asumsi-asumsi dan imajinasi yang ada, serta 

tidak pada bukti-bukti nyata yang sah menurut hukum. 

3. Quo Vadis pembuktian dan penerapan dalam pemeriksaan atas dugaan 

Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 yang diterapkan olehKPPU. 

4. KPPU dalam putusannya tidak berdasarkan bukti-bukti sesuai ketentuan 

da1am UU No.5 Tahun 1999. 

5. KPPC tidak membuktikan semua unsur-unsur dalam Pasal 22 UU No. 5 

Tahun 1999. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut di ata<, Pemohon I, II, dan HI mohon kepada 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar: 

1. Menerlma dan mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan Pemohon tidak terbukti melalrukan perbuatan yang melanggar 

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

3. Menyatakan Putusan KPPU RJ No. 04IKPPU-U2005 batal demi hukum. 

Pokok-pokok keberatan yang disampaikan oleh Susanto, SH, MH 

(Pemohon IV) adalah sebagai berikut: 

1. Susanto, SH, MH selaku Ketua Panitia Lelang bertindak selaku eksekmor 

dan tindakan yang dilakukan adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan 

Undang-<mdang. 

2. PeleJangan barang bukti berupa aguJa krlstal putih dalam perkara atas nama 

terdakwa Drs. HA. Abdul Waris Halid adalah dalam rangka melaksanakan 

penetapan Majelis Hakim PN Jakarta Utara Nomor. 

11/Pen.Pid.Khusus/2004/PN.Jkt.Ut, dengan demikian pelelangan tersebut 

ada[ah perbuatan yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang~ 

undangan dimana berdasarkan Pasal 50 hurof a UU No. 5 Tahun 1999 

adalah hal yang dikecua!ikan. 

3. KPPU telah salah menempatkan Susanlo, SH, MH sebagai Terlapor karena 

sebagai eksekutor dalam perkara gula ilegal tersebut bukan merupakan 

obyek yang menjadi tugas KPPU sebagaimana dalam Pasal I angka (18) UU 

No.5 Tahun 1999. 

Berdasarkan pokok keberatan terse but, Susanto SH, MH memohon kepada 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut: 

I. Menyatakan Putusan KPPlJ No. 04/KPPU-L/2005 tidak berlaku bagi 

pernohon. 

2. :v!enyatakan pemohon tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 

22 UU No. 5 Tahun 1999. 

3. Memulihkan nama baik dan hark at dan marta bat pemohon pada kedudukan 

semula. 
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4. Memerintahkan kepada KPPU agar mengumumkan pada surat kabar harlan 

atas pemuHhan nama baik dan harkat martabat pemohon. 

Berdasarkan pennohonan keberatan darJ para pemohon tersebut, maka 

KPPU menyampaikan tanggapannya sebagai berikul: 

I. Pemeriksaan terhadap upaya keberatan berdasarkan Penna No. 3/2005 

hanyu dilakukan terhadap Putusan KPPU dan berkas perkaranya. Semua 

dokumen maupun bukti-buk:ti barn harus dikesampingkan oleh Judex Faclie. 

2. KPPU menyatakan bahwa PT Bina Muda Perkasa terasosiasi dengan 

Sukamto Effendy yang dibuktikan dengan daftar hadir Aanwifzing dimana 

Sukamto Effendy hadir sebagai wakil dari PT Bina Muda Perkasa .. 

3. KPPU menyatakan bahwa PT Bina Muda Perkasa adalah perusahaan yang 

tidak layak mengikuti lelang yang dapat dibuktikan dari nilai modal dan 

kekayaan bersih perusahaan yang hanya Rp I 00.000.000, tidak mempunyai 

karyawan1 dan tidak mempunyai kantor, dan belum berpengalaman dalam 

kegiatan perdagangan gula maupun dalam industri gula. Dalam 

keikutsertaan di lelang ini, PT Bina Muda Perkasa masih menggunakan 

data-data pemilik lama. 

4. KPPU menyatakan PT Bina Muda Perkasa memberi kesempatan kepada PT 

Angels Products untuk mcnjadi pemenang lelang. 

5. Mengenai unsur-unsur Pasa122 UU No.5 Tahun 1999, inti dari Pasal22 UU 

No. 5 Tahun 1999 adalah adanya unsur kegiatan persekongkolan, mengatur 

dan atau menentukan pemenang lelang, yang dapat mengakibatkan 

persaingan usa.ha tidak sehat. 

6. Mengenai lelang merupakan pelaksanaan Undang-undang, permasalahannya 

adalah apakah pelaksanaan lelang terse but telah sesuai dengan ketentuan UU 

:-{o, 5 Tahun 1999 atau tidak. 

7, Mengenai pihak -pjhak yang terka1t dalam persekongkolan, panitla Jeiang 

adalah termasuk dalam pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

UUNo. 5 Tahun 1999. 
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8. Mengenai Putusan KPPU telah sesuai dengan hukum a;;ara yang berlaku, 

karena telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, saksi dan 

saksi ahli, serta dokumen terkait. 

9. linsur persekongkolan 

10. Telah terjadi persaingan semu dengan adanya persekongkolan antara peserta 

lelang. 

I 1. Putusan KPPU didasarkan pada bukti-bukti yang sah, bukan berdasarkan 

asumsi dan imajinasi. 

Sebelum memutuskan perkara ini, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan 

terlebih dahulu menyimpulka.rl adanya pennasalaban-pennasalahan secara 

substansial. fnduk dari materi permasalahan yang pokok adalah Tennohon 

(KPPU) telah salah dalam menerapkan hukum aeara dan hukum pembuktian, 

yaitu tidak mempergunakan dan mendasarkan pada alat¥alat bukti yang sah 1 

melainkan mendasarkan pada asumsi-asumsi sehingga mendapatkan fakta hukum 

yang prematur dan menjadikan putusannya secara sewenang-wenang sehingga 

putusan terse but tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum. 

Berdasarkan Pasal 8 Penna No. 3 Tahun 2005, disebutkan bahwa kecuali 

ditentukan lain daJam Penna ini. Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan 

pula terhadap Pengadilan Negeri. Selanjutnya Pasal 5 ayat 4 Penna No. 3 Tahun 

2005 menyebutkan bahwa pemeriksaan keberatan didasarkan atas dasar putusan 

KPPU dan berkas Perkara. 

Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa alat-alat bukti 

pemeriksaan adalah: 

a. Keterangan saksi 

b. Keterangan ahli 

c. Surat atau dokwnen 

d. Petunjuk 

e. Keterangan pelaku usaha 

Setelah Majelis Hakim mencermati Putusan KPPU No. 04/KPPU-U2005 

baik tentang duduk perkara maupun tentang hukurnnya, ternyata KPPU telah 

menerapkan hukum serta sistem pembuktian yang dibenarkan oleh UU No. 5 

Universitas Indonesia Analisis Yuridis..., Dewi Sita Yuliani, FH UI, 2008



52 

Tahun 1999 karena telah beracara dengan mengungkap fakta-fakta melalui sistem 

pembuktian yang benar. sehingga memperoleh fakta hukum yang kemudian 

dipertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang berkaitan. 

Dengan demikian putusan KPPU yang menyatakan PT Angels Products, 

PT Bina Muda Perkasa, Sukamto Effendy dan Susanto SH. MH terbukti secara 

sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah tepa! dan 

benar sehingga tuntutan para Pemohon untuk menyatakan Putusan KPPU No. 

04/KPPU-L/2005 batal demi hukum yang didasarkan pada uraian permohonan 

bahwa putusan tersebut tidak dida.-;arkan pada hukum acara dan sistem 

pembuktian yang benar. patut untuk dinyatakan dito)ak, Dengan ditiolaknya 

tuntutan para Pemohon tersebut maka Majelis Hakim menilai sudah tidak relevan 

lagi untuk mempertimbangkan tuntutan-tuntutan lain dan oleh karenanya patut 

umtuk dinyatakan ditolak pula. 

Dengan pertimbangan tersebut, maka Pengadllan Negeri Jakarta Selatan 

mengambil Putusan sebagai berikut: 

1. Menolak permohonan para pemohonlpara T erlapor seluruhnya 

2. Membebankan bjaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang 

ditaksir sejumlah Rp. 734.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah). 

c. Upaya Hukum Kasasi dan Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia No. 04 K/KPPU/2006 

Upaya hukum dalam ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 berbeda dengan 

upaya huk:um dalam perkara perdata. Dalam perkara perdata, para pihak yang 

tidak menyetujui Putusan PN dapat mengajukan upaya hukum banding ke PT dan 

apabila para pihak tidak juga menyetujui Putusan PT dapat mengajukan upaya 

kasasi ke MA. Ketentuan tersebut tidak berlaku dalam pemeriksaan upaya hukum 

keberatan dalam perkara hukum persaingan usaha. Setelah PN memberi putusan 

terhadap upaya hukum keberatan dan para pihak tidak menyetujui putusan 

tersebut, maka yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. 

Ketentuan Pasal 45 ayat (3 & 4) UU No. 5 Tahun 1999 menetapkan bahwa pihak 

yang berkeberatan terhadap Putusan PN dapat mengajukan upaya hukum kasasi 
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dalam jangka wak'tU 14 hari ke MAdan MA harus memberi putusan datam jangka 

waktu 30 had sejak perrnohonan kasasi diterlma.98 

Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang menolak selutuh 

permohonan Pemohon dengan pertimbangan bahwa KPPU telah tepat dalam 

beracara dengan mengungkap fakta~fakta melalui sistem pembuktian yang benar 

menyebabkan para Pemohon mengajnkan upaya hukum kasasi ke MA. Dalam 

upaya hnkum kasasi, PT Angels Products sebagai Pemohon Kasasi I, PT Bina 

Muda Perkasa sebagai Pemohon Kasasi II, Sukamto Effendy sebagai Pemohon 

Kasasi Ill, Susanto, SH. MH sebagai Pemohon Kasasi IV, dan KPPU sebagai 

Termohon Kasasi. Memori Kasasl dari Pemohon IV (Susanto, SH, MH) tidak 

dapat diter:ima oleh oleh MA karena diterima di Kepaniteraan PN Jakarta Selatan 

melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) UU No. 5 Tahun 

1999. 

Alasan-alasan Kasasi dari PT Angels Products pada pokoknya adalah 

bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memberikan 

pertimbangan hukurn yang cukup. PT Angels Products keberatan dengan 

pertimbangan hukum dalam putusan KPPU yang dinyatakan oleh Majelis Hakim 

PN Jakarta Selatan tepat dan benar, yaitu dalam hal KPPU telah memeriksa dan 

memurus perkara hukan didasari oleh pembuktian yang diatur dalam peroturan 

perundang-undangan, KPPU telah salah dalam penerapan hukum mengenai 

tuduhan persekongkoian antara PT Angels Products dengan panitia lelang dan 

mengenai tuduhan persekongkolan antara PT Angels Product dengan PT Blna 

Muda Perkasa untuk menciptakan persaingan semu. KPPU telah me!ampaui 

kewenangannya dalam menentukan unsur persaingan usaha tidak sehat. KPPU 

bertindak sewenang-wenang dalam memeriksa dan memutus perkara a quo. 

Hal lain yang disampaikan oleh PT Angels Products adalah mengenai 

Investigator Statement yang merupakan mekanisme yang barn dan belum 

mempunyai dasar hukum dalam penanganan perkara di KPPU. 

98 Destivano Wibowo & Harjon Sinaga, Hukum Acara Persaingan Usaha, cet. I, (Jakarta: 
PT RajaGrafindo Persada, 2005), him 99. 
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Alasan-alasan kasasi dari PT Bina Muda Perkasa pada poknknya adalah 

bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam 

menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang beriaku dan telah 

melakukan kelalaian, Alasan yang disampaikan oleh PT Bina rnuda Perkasa 

adalah bahwa K.PPU telah salah dalam menerapkan hukum pambuktian dalam 

perkara a quo. salah dalam menerapkan unsur persekongkolan, dan unsur-unsur 

palanggaran parsaingan usaha tidak sebat yang dilakukan oleh PT Bina Muda 

Perkasa tidak terbukti secara materiil. KPPU dalam memeriksa dan memutus 

perkara a quo hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi dan mengesampingkan 

fakta-fakta yang ada. 

Alasan-alasan Kasasi dari Sukamto Effendy pada pokoknya adalah bahwa 

Majelis Hakim Pengadilan Neger.i Jakarta Selatan tidak menerapkan hukum secara 

benar dalam memeriksa dan memutus perkara, karena KPPU telah salah 

menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus Perkara No. 04/KPPU~ 

L/2005. Alasan yang disampaikan oleh Sukamto Effendy adalah tidak adanya 

bantahan dalam tanggapan Sukamto Effendy atas ;nvestigator statement tidak 

seharusnya dijadikan dasar pertimbangan bahwa Sukamto Effendy terasosiasi 

dengan PT Bina Muda Perkasa. K.PPU melakukan kesalahan penerapan hukum 

dalam melakukan pembuktian terhadap tuduhan Sukamto Effendy ternsosiasi 

dengan PT Bina Muda Perkasa. KPPU salah menerapkan hukum karena !ldak 

membuktikan semua unsur dalam Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999. 

Terhadap alasan-alasan pengajuan Kasasi oleh para pemohon kasasi 

tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan yang disampaikan 

oleh Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, dan Pemohon Kasasi III tidak dapat 

dibenarkan karena MajeHs Hakim PengadHan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat 

dan tidak salah menerapkan huk-um. Pertimbangan yang disarnpaikan oleh Majelis 

Hakim Mahkamah Agung adalah sebagai berikut: 

I. Pertimbanganjudexfactie didasarkan alas UU No.5 Tahun 1999, Penna 

No. 3 Tahun 2005, dan pemeriksaan keberatan atas putusan KPPU 

dilakukan hanya at as dasar Putusan KPPU. 
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2. Pemohon Kasasi telah dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 

5 Tahun 1999, yaitu melakukan persekongkolan untuk mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender~ sehingga rnengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat, yaitu: 

• Pengumuman lelang hanya dilakukan de harian lokal (Harian Jakarta) yang 

tidak dikenal luas oleh masyarakat, apalagi dikalangan dunia usaha, yang 

hanya dilakukan selama 2 (dna) hari kerja dan dalam waktu yang singkat 

tersebut sudah harus membayar jaminan sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima 

miliar rupiah)1 lagi pula dalam pengajuan pennohonan le[ang tersebut ada 

yang mencantumkan hari dan tanggal pe!aksanaan lelang dan ada yang tida.k 

mencantumkannya. 

• Pemohon kasasi III pada saat aanwijzing datang mewakiri pemohon kasasi II 

padahal pemohon kasasi III tersebut adalah anggota konsorsium dari 

pemohon kasasi I, jadi pemohon kasasi lli terasosiasi dengan pemohon 

kasasi II. 

• Pada saat aanwljzing peserta hanya ditunjukkan foto-foto barang yang akan 

dilelang tanpa menunjukkan fisik maupun tentang kondis1 barangnya. Juga 

tidak dijelaskan bahwa atas barang-barang terse but masih ada hak -hak 

negara berupa bea masuk, PPN dan PPH sebesar ± Rp 

50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang harus didahulukan 

pembayarannya meskipun lelang dilakukar berdasarkan Pasal 45 KUHAP 

dan telah masuk otoritas Pengadilan sebab hak-hak negara yang didahulukan 

pembayarannya bersifat memaksa. 

• Gula yang akan dilelang tersebut merupakan gula pasir kristal untuk 

konsumsi yang tidak ada hubungannya dengan gula rafrnasi. Untuk 

meloloskan pemohon kasasi I sebagai peserta yang memiliki i:dn usaha gula 

pabrik rafinasi, maka panitia lelang menentukan persyaratan lelang adalah 

"memiliki pabrlk gula rafinasi", jelas merupakan suatu bentuk 

persekongkolan. Panitia juga menentukan harga limit yang sangat rendah 

sehingga selisih harga pasar dan nilal letang pada sa:at lelang dilak:sanakan 

meneapai ± Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah). Karena lelang 
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hanya diikuti oleh 2 (dua) peserta maka tidak mungkin diperoleh suatu harga 

yang optimal 

• Pemohon kasasi II te!ah memberi kesempatan kepada pemohon kasasi I 

untuk memenangkan lelang dengan cara berhenti melakukan penawaran. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, temyata putusan Judex Factie dalam 

perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka 

permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon tersebut hams ditolak 

sehingga Majelis Hakim MA memutuskan sebagai berikut: 

1. Menyatakan bahwa pennohonan kasasi dari pemohon kasasi/pemohon N: 

Susanto, SH. MH tersebut tidak dapat diterima~ 

2. Menolak pennohonan kasasi dari para pemohon kasasi/pemohon I, II, dan 

III: I. PT Angels Products, PT Bina Muda Perkasa, dan Sukamto Effendy, 

tersebut; 

3. Menghukum para pemohon kasasi/para pemohon I sampai dengan IV untuk 

membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima 

ratus ribu rupiah). 

2. Perkara No. 17/KPPU-L/2007 

Majelis Komisi Perkara No. 17/KI'PU-!12007 menyatakan bahwa 

Terlapor I The Manufacturers Life Insurance Company (MLIC), Terlapor I! PT 

Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMf), Tedapor JII Kurator Ari Ahmad 

Effendi, Terlapor IV International Finance Corporation (IFC), Terlapor V PT 

Balai Lelang Batavia, Terlapnr VI PT Graha Karya Reksatarna dan Terlapor VII 

Pejabat Lelang Kusmartono tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang­

undangNomor 5 Tabun 1999. 

Dalam perkara ini, dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada para 

T erlapor adalab bahwa AJM!, Ml!C, Ari Ahmad Effendi selaku Kurator PT 

Dharma!a Sakti Sejabtera (PT DSS) dan IFC bersepekat untuk menentukan Ml!C 

sebagai pemenang lelang; bahwa PT AJMI, Ml!C, Kurator, dan !FC bersekongkol 

dengan Pejabat Le!ang dan PT Balai Lelang Batavia untuk memu!uskan MliC 

sebagai pemenang lelang, dan bahwa AJMI, MLIC, Kurator, dan IFC bersekongkol 
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dengan PT Graha Karya Reksatama dalam menentukan nilai saham yang dinilai tidak 

w-aJar. 

Dalam proses pemeriksaan pendahuluan, AJMI dan MLIC menyampaikan 

Pembelaan Hukum dan Penegasan Sikap yang salah satu isinya membahas 

mengenai Yurisdiksi KPPU Wltuk memeriksa perkara pelelangan saham. AJMI 

dan MLIC menyatakan bahwa PasaJ 22 UUNo. 5 Tahun 1999 tidak berlaku untuk 

kssus ini karena ruang lingkup "tender'' sudak sangat gamblang diberikan oleh 

penjelasan resmi dari Pasal 22 sebagai kegiatan yang bersifat penawaran untuk 

melakukan pembelian (procurement tender)~ dan bukannya penawaran untuk 

melaku.kan penjualan (auction). Ka:rena dalam perkara ini KPPU hanya 

mendasarkan diri pada ketentuan Pasa122. 

Kewenangan KPPU yang sangat besar sebagaimana diamanatkan oleh UU 

No. 5 Tahun 1999, seharusnya tidak membuat KPPU boleh menciptakan 

ketentuan hukurn menurut versinya sendiri dan menyimpang dari ketentuan yang 

sudah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 beserta dengan penjelasan resminya. 

Membuat ketentuan hukum adalah tugas lembaga legislatif (dalarn hal ini DPR­

RI), dan sama sekali bukan kewenangan KPPU untuk melakukannya. 

Secara spesifik dan limitatif, Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur 

mengenai tugas KPPU, yang pada intinya adalah melakukan penilaian terhadap 

peijanjian, kegiatan usaha, dan tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan 

terjadinya monopoli atau persa.ingan usaha tidak sehat. Dalam rnelakukan 

penilaian ini; jelas bahwa parameter atau ukuran yang dipakai untuk menentukan 

adanya rnonopoli atau persalngan usaha tidak sehat adalab ketentuan UU No. 5 

Tahun 1999 beserta dengan penjelasan resminya. Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 

mengatur pula kewenangan KPPU secara spesifik dan hmitatif. Dari semua 

kewenangan KPPU yang diatur dalam Pasal 36 huruf a sampai dengan huruf j, 

tidak ada kewenangan KPPU untuk menciptakan nonna atau ketentuan hukum 

persalngan usaha sendiri yang menyirnpang dari norma hukum yang sudab 

ditetapkan secara tegas dan jelas dalam UU No. 5 Tahun 1999 beserta dengan 

penjelasan resminya. 
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Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH, LLM dalam pendapat hukumnya secara 

tegas menyatakan bahwa tenninologi "'tender" dan ({lelang .. dapat dipakai secara 

bergantian (interchangeable) karena memiliki makna yang sama, namun demlkian 

isti!ah tender/lelang yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 

1999 beserta dengan penjelasannya hanyalah mencakup tender/!e!ang yang 

sifatnya pengadaan barang/jasa (procurement) sebagaimana yang dimaksud dalam 

Keppres 80/2003 dan tidak mencakup tender/lelang untuk menjual barangljasa 

sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 337/KmK.Ol/2000 

sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuanga.n No. 

40/PMK.07/2006 tentang Petw1jnk Pelaksanaan Lelang", 

Pendapat Prof. Johannes Gunawan ini adalah suatu pendapat yang valid 

dan sesuai dengan tertib hnkum yang berlaku di Indonesia, karena Undang­

undang No, 10/2004 tentang Pembentnkan Peraturan Perundang-undangan 

Beserta Peraturan Pelaksanaannya (UU No. 10/2004) bagian lampiran huruf E, 

angka 149, mengatur bahwa: penjeiasan suatu peraturan perundangan berfungsi 

sebagai tafsiran resmi pern be otuk peraturan perundangan at as norma tertentu 

dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan terhadap ketentuan Pasal 22 UU 

No. 5 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa "Tender adalah penawaran 

mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang­

barang atau menyediakan jasa" adalah suatu tafsiran yang resmi terhadap 

terminologi 'ctender" sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 19991 

dan karena itu KPPU tidak berwenang untuk melakukan tafsiran selain dati 

tafsiranresmi yang telah diberikan oleh UU No.5 Tahun 1999. 

Fakta hukum bahwa Pasal 22 UU No.5 Tahun 19991idak berlaku untuk 

lelang selain sudah secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan resminya, hal itu 

juga dinyatakan pula dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus penjualan saham dan convertible 

bonds PT lndomobi! Sukses 1nternasional, Tbk (k .. us lndomobil). 

Dalam kasus Indomobil, Pengadilan Negeri Jakarta Barat lewat 

pertimbangan hukum Putusannnya dalam Perkara No. 

001/KPPU/PDT.P/2002/PN.JKT.BAR, menyatakan bahwa menurut penjelasan 
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Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang merupukan penjelasan resmi sehingga 

karenanya harus diikuti, maka tender adalah tawaran mengajukan harga untuk 

memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang·barang atau menyediakan 

jasa. Dengan mengacu pada penjelasan resmi Pasal 22 UU No. S Tahun 1999 

maka jelaslah bahwa transaksi jual beli saham dan konversi obligasi lndomobil 

tidak dapet digolongkan sebagai pengertian tender sebagaimana dimaksud oleh 

UU No. 5 Tahun 1999. 

Pengadian Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangan hukum putusannya 

No. 04/Pdt.KPPU/2003/PNJak.Sel juga memberikan pendapat yang serupa, yaitu 

bahwa penjualan tender atas saham dan obligasi konversi PT Indomobll bukan 

merupakan tender sebagaimana dimaksud dalam Pasa122 UU No.5 Tahun 1999, 

sehingga KPPU sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh UU No. 5 Tahun 

1999 tidak berwenang untuk meiakukan penyelidikan maupun pemeriksaan 

adanya dugaan persekongk:olan dalam pelaksanaan tender penjualan lelang 

tersebut. 

Dari uraian diatas, maka AJMI dan MLIC menyatakan bahwa 1e1ang 

saham DSS tidak termasuk dalam lingkup '~endern sebagaimana diatur da1am 

Pasa1 22 UU No.5 Tahun 1999 beserta dengan penjelasan resminya, meng:ingat 

"tenderl' dalam Pasal 22 hanya mencakup kegiatan penyediaan barang dan jasa 

(procurement) atau melakukan penawaran untuk membeli (lender to buy), dan 

karenanya tidak dapat dibedakukan untuk lelang yang nyata-nyata merupakan 

kegiatan penawaran untuk menjual (lender to sell).99 

Dalam perkara ini, tidak ada keraguan dari Tim Pemeriksa untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap dugaan persekongkolan pelelangan 1800 lembar 

sa ham PT Dharmala Sakti Sejahtera yang ada di PT Asuransi Jiwa Manulife 

Indonesia karena peJelangan saham masuk dalam kewenangan KPPU sesuai 

dengan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Pe1elangan saham bel'llrti 

adalah pengajuan tawaran harga untuk membeli saham, dan hal itu masuk dalam 

cakupan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sehingga Tim Pemeriksa tidak 

99 Oirangkum dari Pembelaan Hukum dan Kulirifikasi AJMI dan MLIC yang 
disampaikan kepada Tim Pemeriksa Pendahuluan Perkara No. 17/KPPU-U2007 tanggal 22 
Februari 2008. 
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mempertimbangkan mengenai pendapat hukum yang disampaikan oleh AJMI dan 

MLIC mengenai kewenangan KPPU dalam menangani perkara persekongkolan 

pelelangan saham. 

Pada Perkara No. 07/KPPU-L/2004, Majelis Komisi memperluas 

pengertian tender menjadi tawaran mengajukan harga yang meliputi tawaran 

untuk pembelian atau tawaran untuk pengadaan suatu barang atau jasa den 

tawaran untuk penjualan suatu barang atau jasa. Penulis berpendapat bahwa yang 

dilakukan oleh Majelis Komisi sesuai dengan tugas Komisi sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 35 huruf f yang menyatakan bahwa salah satu tugas 

Komisi adalah menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU 

No.5 Tahun 1999. Pada saat penanganan perkara No. 07/KPPU-L/2004 tersebut, 

KPPU belum menyusun Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. 
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PEMBUKTIAN PERSEKONGKOLAN DALAM 

PELELANGAN BERDASARKAN UU NO.5 TAHUN 1999 

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi "Pelaku usalta dilarang 

bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang 

tender sehlngga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat". Pasal 22 ini 

merupakan pasal yang menggunakan pendekatan hukum "rule of reason" dimana 

membutuhkan analisis mengenai akibat dari kegiatan yang terlarang yang 

dilakukan oleh para TerJapor. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan kata 

" ..... yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat." 

Pendekatan "rule of reason" merupakan pendekatan yang digunakan oleh 

£embaga otoritas persaingan usaha sebagai evaluasi mengenai akibat perjanjian 

atau kegiatan usaha tertentu. Pendekatan ini dipandang sebagai hukum sebab 

akibat karena terfokus pada tindakan pelaku usaha, baik langsung maupun tidak 

langsung yang berakibat merugikan pelaku usaha lain atau konsumen. 100 

Ketentuan Pasai 22 l.iU No. 5 Tahun 1999 berbeda dengan pengaturan 

tender di beberapa negara yang mengutamakan pendekatan Per se Illegal, seperti 

Amerika Serikat dan Jepang. sebagaimana diuraikan dalam Bab II tes1s ini. 

Artinya persekongkolan tender tidak ada hubungannya dengan struktur pasar 

sehlngga otoritas persaingan usaha tidak perlu melakukan anatisis terhadap 

kekuatan pasar karena dalam persekongkolan tender tidak terdapat unsur pro­

persaingan.10t Persekongkolan tender mengutamakan aspek perilaku berupa 

kegiatan bersekongkol yang urnurnnya dilakukan tanpa bukti tertulis. Dalam 

beberapa perkara yang telah diputus oleh KPP\.i, ada juga persekongkolan yang 

dapat dibuktikan dengan adanya bukti tertu!is berupa perjanjian kerja sama 

100 Dldik J. Rachbini, "Undang-undung Praklik Monopoli '' , Jurnal Hukum Bisnis 19 
(Mei- Juni 20{)2) : 10 

101 Anggraini, Larangan PraktikMottopoli, Op.Cit.,hlm.36S 

61 Universitas Indonesia Analisis Yuridis..., Dewi Sita Yuliani, FH UI, 2008



62 

maupun email yang dibuat dalam rangka bersekongkol untuk mengatur dan atau 

menentukan pefl)enang tender. !Oi 

Konsekuensi logis dari pendekatan "rule of reason" yang dlanut oleh 

ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menyebabkan KPPt; mengalami 

kesulitan untuk melakukan proses penyelidikan persekongkolan tender karena 

KPPU harus membuktikan bahwa persckongkolan tersebut dapat mengakibatkan 

persaingan usaha tidak sehat Unsur tersebut dianggap sebagai proses pembuktian 

yang berlebihan sehlngga KPPU mengalami kesu1itan dalam membuat putusan. to> 

Dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terdapat beberapa unsur yang harus 

dibuktikan oleh Majelis Komisi sebagai bahan pertimbangan untuk mengambH 

putusan. Berdasarkan Pedoman Pasa122 \JUNo. 5 Tahun 1999, Pau122 dibagi 

menjadi 5 unsur. yaitu unsur pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur pihak lain, 

unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, dan unsur mengakibatkan 

persaingan usaha tidal< sehat Prakteknya, ada juga Majelis komisi yang membagi 

Pasal 22 hanya menjadi 4 unsur, yaitu unsur pelaku usaha, unsur pihak lain, unsur 

bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pememmg tender, serta unsur 

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat Terkadang perilaku bersekongkol 

dan mengatur dan atau menentukan pemenang tender tidak dapat dipisahkan 

karena merupakan suatu rangkaian kegiatan. 

Dalam perkara No. 04/KPPU-L/2005 Majelis Komisi tidak membuktikan 

pemenuhan unsur pelaku usaha dan pihak lain. Majclis Komisi hanya 

membuktikan pemenuhan unsur bersekongkol untuk mcngatur dan atau 

menentukan pemenang tender, dan unsur persaingan usaha tidak sehat. Hal ini 

dilakukau karena menurut Majelis Komlsi Perkara No. 04/KPPU-L/2005, unsur 

terpenting dalam Pasal 22 adalah bersekongkof untuk mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender, serta unsur persaingan usaha tidak sehaL Penulis 

berpendapat bahwa dalam hal ini KPPU tidak konsisten dalam menguraikan unsur 

'" Purusan Perkara KPPU No. 05/KPPU-L/2004 ten!ang Dugaan Pelanggaran Undang~ 
Undang No.5 Tahun 1999 yang dilakukan olch PT Thames Pam Jaya, Putusmt Perkara KPPU No. 
06/KPPU~L/2006 tentang Perbaikan Bangsal di RSUD Pernmang Siantar, Putusan Pcrkara No. 
06/KPPD·l../2007 tentang Tender Pengadaan Mesin Fogging di Biro Adminlstrnsi Wilayah DKI 
Jak:ma. 

103 Anggraini, Penelwngkolon Penawaran Tender, Op.Cit, hlm. 15·18. 
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Pasa1 22 UU No. 5 Tahun 1999. Sesuai dengan bunyi Pasal 22 UU No. 5 Tahun 

1999 maka sudah sepatutnya Majelis Komisi menguraikan semua unsur yang 

terdapat didalamnya, tanpa terkecuali. 

Berbeda dengan perkara No. 17/KPPU-L/2007, da1am perkara ini, Maje1is 

Komisi membuktikan pernenuhan unsur PasaJ 22 menjadi 4 unsur, yaltu unsur 

pelaku usaha~ unsur pihak lain, unsur bersekongkoi untuk mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender, serta unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak 

sehat 

Berikut penuHs akan menjabarkan mengenai pemenuhan unsur Pasal 22 

UU No. 5 Tahun 1999 dalam Perkara No. 04/KPPU-L/2005 dan Perkara No. 

17/KPPU-L/2007. 

A. Pcmbuktian Perkara No. 04/KPPU-L/2005 

Dalam Perkara No, 04/KPPU-L/2005 terdapat lnvesligator Statement yang 

sudah membahas mengenai pemenuhan unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 

sebagai berikut: 

L Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha dilamng 

bersekongkol dengan pihak Iain untuk mengatur dan atau menentukan 

pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 

tidak sehat 

2. Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat diuraikan kedalam unsur sebagai 

berikut: Pelaku Usaha, Bersekongkol, Pihak Lain, Mengatur atau 

Menentukan Pemenang Tender!Lelang, Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

3. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal I butir 5 UU Nomor 5 

Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang 

beibentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalarn wilayah hukum 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun berSama-sama melalui perjanjian, 

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. 

4. Berdasarkan fakta yang didapat seiama pemeriksaan dan atau penyelidikan 

dapat disampaikan sebagai berikut: 
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a. PT Angels Products adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 

Republik Indonesia, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam 

bidang ekonomi dengan mengikuti lelang gula pasir kristal putih di 

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. 

b. PT Bina Muda Perkasa adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum 

yang dtdirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukwn Republik Indonesia yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha 

da!am bidang ekonomi dengan mengikuti lelang gula pasir kristal putih di 

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. 

c. Sukamto Effendy adalah orang perorangan yang menyelenggarakan 

berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonorni dengan melakukan 

pendanaan terhadap kedua peserta lelang. 

d. Susanto, S.H,, M.H.; adalah orang perorangan yang menyelenggarakan 

berbagai kegiatan usaha <.lalam bidang ekonomi dengan menjadi Ketua 

Pani tia Lelang. 

e. Dengan demikian unsur pelaku usaha telah terpenuhL 

5. Bersekongkol adalah kerjasarna yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan 

pihak lain atas inisiatif siapapun dengan cara apapun dalarn upaya 

memenangkan peserta tender/telang tertentu .. 

6. Bahwa berdasarkan fakta yang didapat selama pemeriksaan dapat 

disampaikan sebagai berikut: 

a. Susanto, S.H., M.H., sebagai ketua panitia lelang sengaja mernbuat 

persyarata.n Jelang yang mengatur bahwa yang menjadi peserta Ieiang adalah 

perusahaan yang memiliki ijin usaha pabrik gula atau industri gu[a rafinasi 

gula, sehingga persyaratan ini mengarah kepada: 

• PT Bina Muda Perkasa, karena PT Bina Muda Perkasa adalah sebuah 

perusahaan yang telah mempunyai ijin usaha pabrik gula mesk!pun 

perusahaan ini tidak pemah melakukan usaha dibidang usaha pabrik gula. 

• PT Angels Products, karena PT Angels Products adalah perusahaan yang 

bergerak di industri guta dan mempunyai pabrik rafinasi gula, 
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b. Pengumuman lelang yang hanya dilakukan di harian lokal dan kewajiban 

menyetor uang jaminan sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar 

rupiah) hanya dalam waktu 2 (dua) llllri ketia menunjukan bahwa panitia 

lelang sengaja mengarahkan hanya pada perosahaan tertentu yakni PT 

Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa. 

c, Dengan demikian unsur bersekongkoltelah terpenuhi. 

7, Pillllk Jain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender/lelang yang 

melakukan persekongkolan tender baik pe!aku usaha sebagai peserta tender 

dan subyek hukwn lainnya yang terkait dengan tender tersebut 

8. Berdasarkan fakta yang didapat selama pemeriksaan dapat disampaikan 

sebagai berikut. 

a. Susanto, S.H., MJL, sebagai Ketua Panitia Lelang. 

b. Sukamto Effendy sebagal pihak yang ikut mendanai peserta fe)ang. 

c. PT Balai Mandiri Prasarana sebagai pelaksana pralelang adalah pihak yang 

mengurus jalannya proses lelang sebelum pelaksanaan lelang. 

d. Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta II sebagai 

pihak yang menetapkan hari dan tanggal lelang. 

e. PT Mavira Apprisindo Utama sebagai peneliti dan penilai barang bukti gula 

pasir kristal putih, 

f. Dinas PerJndustrian dan Perdagangan DKI Jakarta sebagai penilai barang 

bukti gula pasir kristal putih. 

g. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain teiah terpenuhi. 

9. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender/lelang adalah suatu 

perbuatan para pihak yang terHbat dalam proses tender/lelang secara 

bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain 

sebagai pesaingnya dan atau untuk memenangkan peserta tender/lelang 

tertentu dengan berbagai cara. 

tO. Berdasarkan filkta yang didapat selama pemeriksaan dapat disampaikan 

sebagai berikut: 
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a. Pemenuhan prosedur lelang dalam hal penetapan hari/tanggal lelang, 

penelitian dan penilaian barang yang akan dilelang dilakukan hanya dalam 

waktu 1 (satu) hari, yakni tanggal28 Desember 2004. 

b. Persyaratan le1ang yang mengatur bahwa yang rnenjadi peserta lelang adalah 

perusahaan yang memiHki ijln usaha pabrik gula atau industri gula rafinasi 

gula adalah persyaratan yang rnengarah kepada 2 (dua) perusahaan peserta 

lelang. 

c. Dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang 

tender/lelang Ielah terpenuhi. 

11. Unsur persaingan usaha tidak sehat adalah persalngan antar pelaku usaha 

dalam menjalankan kegiatan produksj dan atau pemasaran barang dan atau 

jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 

menghambat persaingan. 

12. Berdasarkan fakta yang didapat selama pemeriksaan dapat disampaikan 

sebagai berikut : 

a. Panitia secara sengaja mengurangi terjadinya persaingan clalam lelang 

sehingga meloloskan PT Angels Products sebagai pemenang dengan cara 

persyaratan menyetor uang jaminan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar 

rupiah) dalarn 2 (dua) hari kerja dan memasang pengnrnuman lelang di 

harian lokal. 

b, Tindakan Panitia terse but mengakibatkan berkurangnya persaingan sehingga 

hanya sedikit perusahaan yang mengetahui atau mampu memenuhi 

persyaratan tersebut 

c. Dengan dernikian unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi 

Terhadap analisis unsur dalam investigator statement tersebut PT Angels 

Products menyampaikan tanggapannya sebagai berikut: 

I. Asas Pembuktian. 

Pada Pasal 42 UU No.5 Tahun l 999 disebutkan bahwa alat·alat bukti 

pemeriksaan Komisi berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau 

dokumen, petunjuk, dan keterangan pelaku usaha. 
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2. Di dalam UU No.5 Tahun 1999 memang tidak dinyatakan secara tegas 

mengenai sistem pembuktian yang dipakai untuk menya.takan adanya suatu 

pe!anggaran pasal·pasal yang terdapat dalarn UU !'io.S Tahun 1999, namun 

mengingat UU No.5 Tahun 1999 tennasuk dalam khazanah hukum publik, 

dan alat-alat bukti yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 tidak jauh 

berbeda dengan alai bukti yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 Tentang 

Hukum Acara Pidana, yang menganut "Negatief Wettelijk Bewijs Theorie 1
\ 

maka UU No. 5 Tahun '1999 juga menganut sistem pembuktian "Negatief 

Wellelijk Bewijs Theorie". Hal ini juga didukung dengan adanya pemyataan 

Tim Investigator yang menyatakan PT Angels Products telah secara sah dan 

meyakinkan_melanggar Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999. Dengan adanya 

prasyaratan secara sah dan meyakinkan, maka sudah pasti keslmpulan 

tersebut harus diperoleh melalui suatu pembuktian yang didasarkan alat-alat 

bukti yang sah dengan didukung keyakinan bahwa telah terjadi sualu 

pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 dan bahwa PT Angels Products telah 

bersalah melakukan perbuatan tersebut. 

3. Lelang Barang Bukti Gula Pasir Krista! Putih yang dimenangkan o1eh PT 

Angels Products bukanlah 1.11atu tender karena lelang yang diikuti oleb PT 

Bina Muda Perkasa adalah 1elang eksekusi yang didasari oleh adanya 

Penetapan Pengadilan sesuai dengan Pasal45 KUHAP. 

4. Pada Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 dinyatakan sebagai berikut ''Pe!aku 

Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat", 

5. Pengertian tender menurut UU No.5 Tahun 1999 ialah tawaran mengajukan 

barga untuk memborong suatu pekerjaan5 untuk mengadaan barang-barang, 

atau untuk menyediakan jasa. sedangkan pengertian !dang menurut 

Keputusan Menteri Keuangan Rl No. 3041KMK.0112002 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang ialah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik 

.secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran 
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harga secara lisan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan 

peminat. 

6. Berdasarkan uraian terse but, jangkauan penerapan Pasal 22 UU No.5 Tahun 

1999 ialah adanya persekongkolan yang dilakukan oleh para pe\aku usaha 

dalam suatu tender. Mengingat tender dan lelang adalah suatu perbuatan 

hukum yang berbeda dan oleh karenanya memiliki pengaturan berbeda pula, 

maka adalah salah dan sangat tidak tepat apabila menerapkan Pasa1 22 UU 

No5 Tahun 1999 terhadap lelang barang bakti gula pasir kristal putih, yang 

dilaksanakan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Jakarta Utara sesuai Pasal45 UU No.8 Tahun 1981. 

7. Lelang Barang Bukti Gula Pasir Krista! Putih adalah auatu perbuatan yang 

dikecualikan dalam UU No.5 Tahun 1999 sesuai dengan Pasal 50 huruf a 

UU No.5 Tahun 1999. Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan 

bahwa Perbuatan atau Perjanjian yang bertujuan melakukan peraturan 

peundang~undangan yang berlaku adalah termasuk yang dik:ecualikan dari 

ketentuan UU No.5 Tahun 1999, sehingga perbuatan hukum pelelangan 

barang bukti gula pasir kristal putih dalam perkara Terdakwa Drs. H. Abdul 

Waris Halid dilakukan oleh panitia ielang dengan tujuan untuk 

melaksanakan pasal45 UU No.8 Tahun 1981, o1eh karena itu lelang tersebut 

tennasuk dalam perbuatan yang bertujuan melaksanakan peraturan 

perundang·undangan yang berlaku. Dengan demikian, maka pelelangan 

barang bukti gula pasir kristal putih adalah perbuatan yang dikecualikan 

dari ketentuan UU No.5 Tahun 1999, sehingga tidak tepa! untuk menerapkan 

Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 dalam !clang barang bukli gula pasir kristal 

putih. 

8. Tentang unsur bersekongkol yang diuraikan dalam Invesligator Statement 

adalah analisis yang sangat keliru dan merupakan kesalahan yang paling 

fatal yang dilakukan oleh Tim Investigator da!am membuat kesimpulan 

dalam perkara ini. 

9. Tim Investigator hanyaJah menggunakan asumsinya bahwa dengan 

dibuatnya syarat untuk menjadi peserta lelang adalah perusahaan yang 
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memiliki ijin pabrik gula atau industri gula rafinasi gu1a, sehingga 

persyaratan terse but sengaja dibuat untuk mengarahkan PT Angels Products 

sebagai peserta lelang hanya karena PT Angels Products adalah perusahaan 

yang bergerak di bidang industri gula atau memiliki pabrik rafinasi gula. 

Persyaratan-persyaratan untuk menjadi peserta lelang adalah kewenangan 

dari panitia lelang, dan PT Angels Products merasa dapat memenuhi 

persyaratan tersebut. Atas dasar hal itulah rnaka PT Angels Products 

berkeinginan untuk mengikuti lelang. 

10. Tim Investigator yang menyatakan Panitia lelang telah sengaja membuat 

persyaratan untuk menjadi peserta lelang aalah memiliki usaha rafinasi gula 

atau memiliki usaha pabrik gula, sehingga persyaratan tersebut mengarah 

kepada PT Angels Products adalah analisis yang sangat tidak berdasar 

hukum. 

11. Perbuatan panitia lelang yang membuat pengumuman lelang di harian lokal 

bukanlah suatu pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, dan oleh 

karenanya adalah sangat tidak berdasar apabila Tim Investigator 

menyimpulkan perbuatan panitia lelang tersebut seng~ja mengarahkan 

kepada PT Angels Products untuk menjadi peserta lelang. 

12. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka unsur "bersekongkol" tidak 

terpenuhi. 

13. Tentang unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, elemen 

adanya perbuatan "keijasama'' antara PT Angels Products) terkait dengan 

pihak panitia !clang maupun peserta lelang lainnya tidak terbukti, sehingga 

pada akhirnya unsur bersekongkol tidak terpenuhi, maka sudah secara 

otomatis unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender/!elang tida.k 

terpenuhi. 

14. Tentang unsur persaingan usaha tidak sehat, PT Angels Products telah 

berusaha memenuhi segala kewajiban yang dipersyaratkan oieh negara, 

Tidak ada satu pun perbuatan melawan hukum yang dHakukan oleh PT 

Angels Products terkait dengan proses lelang barang bukti gula pasir krlstal 

putih. PT Angels Products tidak melakukan suatu perbuatan. dengan cara 
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tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU No, 5 Tahun 1999, 

sehingga sangatlah jelas bahwa unsur persaingan usaba tidak sehat tidak 

terpenuhi. Pemyataan investigator yang menyatakan unsur persaingan usaha 

tidak sehat terpenuhi ada\ah sangat tidak berdasar hukum, dan oleh 

karenanya harus ditolak dan dikesampingkan oJeh Majelis KomisL 

Terhadap analisis unsur dalam investigator statemen, PT Bina Muda 

Perkasa menyampaikan tanggapannya sebagai berikut: 

L Butir 1 sampai dengan butir 7 tanggapan PT Bina Muda Perkasa adalah 

sama dengan tanggapan yang disampaikan oleh PT Angels Productsj 

sehingga Penulis mengulang kern bali tanggapan tersebut. 

2. Tentang unsur bersekongkoJ dimana Tim Investigator menyatakan unsur 

barsekongkol telah terpenuhi adalah analisis yang sangat keliru dan 

merupakan kesalahan yang paling fatal dalam membuat kesimpulan dalam 

perkara ini. Tim Investigator hanya menggunakan asumsinya dalam 

menyusun Investigator Statement, dimana hal tersebut sangat dihindari 

dalam proses penegakan hukum terutama dibidang hukum publik. 

3. Tentang unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, karena 

unsur bersekongkol dimana eJemen adanya perbuatan ·~kerjasama'~ antara PT 

Bina Muda Perkasa terkait dengan pihak panitia lelang maupun peserta 

lelang lainnya tidak lerbukti sehingga pada akhirnya unsur bersekongkol 

juga tidak terpenuhi, maka adalah sangat berdasar hukurn untuk menyatakan 

bahwa uns:ur mengatur dan atau menentukan pemenang tender/lelang tidak 

terpenuhi. 

4. Tentang unsur persaingan usaha tidak sehat, PT Bina Muda Perkasa tidak 

melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak 

sehat dan oleh karenanya unsur persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi. 

Terhadap Investigator Statement, Sukamto Effendy menyampaikan 

tanggapannya sebagai berikut 

I. Sukamto Effendy bukanlah salah satu pihak yang menjadi peserta lelang 

dalam lelang gula pasir kristal putih yang dimenangkan oleh PT Angels 
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Products~ oleh karena itu Sukamto Effendy tidak melakukan suatu perbuatan 

persekongkolan dengan pihak panitia lelang maupun para peserta lelang. 

2. Ketidakhadiran sescorang dalam suatu proses pemeriksaaan tidak dapat 

dijadikan dasar yang membuktikan bahwa orang tersebut telah melakukan 

suatu perbuatan. Ketidakhadiran Sukamto Effendy dalam pemeriksaan di 

KPPU Rl tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa Sukamta 

Effendy Ielah melakukan perbuatan persekongkalan sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Per>aingan Usaha Tidak Sehat 

3. Ketidakhadiran Sukamto Effendy dalam proses pemeriksaan di KPPU Rl 

tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Sukamto Effendy terbukti 

secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopeli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

Terbadap Investigator Statement, Susanto SH, MH tidak menyampaikan 

tanggapannya sehlngga Majelis Komisi sudah dapat mengambil putusan dengan 

mempertimbangkan Investigator Statement dan tanggapan dari para Terlapor. 

Dalarn Perkara No. 04/KPPU-L/2005 ini Majelis Kornisi hanya rnembahas 

pemenuhan unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang 

tender serta unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut: 

1. Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan atau Menentukan Pemenang 

Tender. 

a. Panitia memfasilitasi PT Angels Products untuk mengikuti lelang dengan cara 

membuat persyaratan lelang yaitu perusahaan yang dapat mengikuti lelang 

disamping Importir Terdaftar adaJah juga perusahan yang memiliki ijin pabrik 

gula rafinasi, dimana PT Angels Products adalah rnemiliki ijin usaha pabrik 

gula rafinasi. Sedangkan gula yang akan dilelang adalah gula untuk konsumsi 

dan bukan gula untuk dirafmasl. 

b. Panitia mengumumkan lelang tersebut hanya pada harian lokal di Jakarta, 

sehingga lelang hanya diikuti oleh jumlah pelaku usaha yang terbatas yaitu PT 

Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa. 
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c. Penyelenggaraan lelang termasuk Aanwijzing atau open house dilaksanakan 

dalam waktu yang sangat terbatas yaitu banya efektif 2 (dua) hari kerja 

sehingga tidak memberikan waktu yang cukup bagi banyak pelaku usaba 

untuk dapat mengikuti lelang. 

d. Persyaratan untuk membayar jarninan sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh 

miliar rupiah) dalam waktu yang sangat terbatas yaitu 2 (dua) bari kerja 

sehingga hanya pelaku usaha yang sudah menyiapkan dirinya untuk rnengikuti 

lelang sebelum diumumkanlah yang dapat memenuhinya. 

e. Persekongkolan atau keijasama antara pesetia lelang untuk menciptakan 

persalngan semu yaitu PT Angels Products bekerjasama dengan Suk.amto 

Effendy untuk mengikuti lelang, setidaknya dalarn bentuk pendanaan, padabal 

Sukamto Effendy terasosiasi dengan PT Bina Muda Perkasa. 

2. Unsur ~Iengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

a. Ketidakpatutan atau ketidakwajaran sebagai bagian dari unsur perbuatan 

melawan hukum yaitu: 

• Panitia membuat persyaratan bahwa pesena lelang mcmiHki ijin usaba pabrik 

gu1a rafinasi. 

• Panitia mengumumkan lelang di barian Iokal. 

• Panitia membuat persyaratan kewajiban peserta untuk menyetor uangjaminan 

sebesar Rp 50"000.000.000 (lima puluh miliar) dalarn waktu efektif 2 (dua) 

hari kerja. 

• Panitia menentukan harga limit yang terlalu reodah. 

• Open house dilakukan hanya dengan rnemperlihatkan foto-foto barang saja 

tanpa memperlihatkan fisik barang, padahal barang yang akan dilelang 

jumlahnya sangat besar. 

• Peserta lelang hanya diikuti oleh 2 (dua) perusahaan. 

• Panitia melaksanakan leJang pad a saat-saat hari-hari Hbur natal dan tahun baru 

dimana ba.11yak orang masih me:rayakannya. 
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• Panitia tidak berusaha menjelaskan bahwa status barang yang akan dilelang 

adalah sebagai barang bukti perkara pidana dan juga sebagai barang beslaag 

Bea Cukai yang masih memiliki kewajiban-kewajiban kepada negara. 

• Pemenang bersedia untuk menambah harga gula berdasarkan kesepakatan 

dengan Kejaksaan Agung Tindak Pidana Khusus. 

b. Terhambatnya persaingan, yaitu; 

• Panitia hanya memberikan waktu 2 (dua) hari kerja bagi para peserta untuk 

memenuhi segala persyaratan lelang tennasuk membayar uang jaminan 

sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) serta mengumumkan di 

harian lokal sehingga hanya 2 (dua) perusahaan yang dapat mengikuti lelang. 

• Dengan hanya 2 {dua) perusahaan yang mengikuti lelang maka tujuan utama 

dari lelang untuk mendapatkan harga yang optimal tidak tercapai. 

Pemenuhan unsur yang dilakukan oleh MajeHs Komisi memang berbeda 

dengan pemenuhan unsur dl perkara-pcrkara persekongkolan tender lain yang 

pernah ditangani oleh KPPU.H14 Dalam putusan inl Majelis Hakim tidal< 

menguraikan unsur pelaku usaha dan pihak lain, Hal ini juga yang akhirnya 

menjadi pokok-pokok keberatan yang disampaikan oleh PT Angels Products, PT 

Bina Muda Perkasa, dan Sukamto Effendy baik dalam upaya keberatan ke 

Pengadilan Negeri maupun upaya Kasasi ke Ma.hkamah Agung. 105 

Dalam menanggapi pokok-pokok keberatan dart para Pemohon mengenai 

pemenuhan unsur pelaku usaha dan pihak lain, KPPU memberikan jawaban 

bahwa inti dari Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah adanya unsur kegiatan 

persekongkolan1 mengatur dan .atau menentukan pemenang lelang, yang dapat 

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Da1am putusannya, Majelis Komisi 

rnembuktikan adanya kegiatan perSekongkolan) mengatur atau menentukan 

pemenang lelang, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehal 

sebagaimana dimaksud dalam pasal terse but. 

IN Semua putusan KPPU mengenai persekongkolan tender selalu menguraikan unsur 
pelaku usaha dan pihak lain. 

105 Putusan Pengadi!an Negeri Jakarta Se:latan No. 04/PdtKPPU/2005/P~,Jak.Sel dan 
Putusan Mahkamah Agung Repuhlik Jnrlonesia No. 04 K!KPPU/2006" 
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Apabila dicermati dalam Investigator Statement, Tim Investigator justru 

telah menguraikan semua unsur-unsur dalam Pasal 22 tersebut, yaitu unsur pelaku 

usaha, bersekongkol, pihak lain, mengatur dan atau menentukan pemenang lelang, 

dan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Namun dalam 

pertimbangan hukumnya, Majelis Komisi justru tidak menguraikan pemenuhan 

unsur pelaku usaha dan pihak lain meskipun kedua unsur tersebut secara tersirat 

telah diuraikan melalui unsur penting dalam Pasal 22 UU No. Tahun 1999 yaitu 

bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender serta unsur 

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini menunjukkan bahwa KPPU 

tidak konsisten dalam menguraikan unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. 

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 masuk dalam ruang lingkup kegiatan yang 

dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999. Tindakan persekongko1an (conspiracy) 

dalam hukum persaingan terrnasuk dalam kategori perjanjian. 106 Pada hakekatnya, 

perjanjian terdiri dari dua macam, pertama, perjanjian yang dinyatakan secara 

jelas (express agreement), biasanya tertuang dalam bentuk tertulis, sehingga 

relatif lebih mudah dalam proses pembuktiannya. Kedua, perjanjian tidak 

langsung (implied agreement}, biasanya berbentuk lisan atau kesepakatan­

kesepakatan. Penulis berpendapat bahwa meskipun ruang lingkup Pasal 22 UU 

No. 5 Tahun 1999 adalah mengenai kegiatan yang dilarang, namun tindakan 

persekongkolannya adalah merupakan bentuk perjanjian. Dalam pembuktian Pasal 

22 UU No. 5 Tahun 1999 unsur perjanjian tidak pernah diuraikan secara tersurat, 

karena penjabarannya masuk ke dalam unsur bersekongkol untuk mengatur dan 

a tau menentukan pemenang tender. 

Penulis berpendapat bahwa terdapatnya kata " ..... sehingga mengakibatkan 

persaingan usaha tidak sehat" dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah 

terlalu berlebihan, karena setiap tindakan bersekongkol untuk mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender sudah pasti akan meniadakan persaingan. Akan 

lebih mudah bagi KPPU apabila bunyi Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 hanya 

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender." 

106 Anggraini, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Loc. Cit 
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B. Pembuktian Perkara No.17/KPPU-L/2007 

Perkara No. 17/KPPU-L/2007 adalah mengenai dugaan persekongkolan 

dalam pelelangan sabam PT Dharmala Sakti Sejabtera (DSS) yang ada di PT 

Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI). Dalam perkara ini, dugaan 

persekongkolan dalam lelang saham tetap menjadi kewenangan KPPU untuk 

memeriksanya sesuai dengan Pasal22 UU No.5 Tahun 1999. 

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan107 Perkara No. 17/KPPU­

L/2007 yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa kepada para Terlapor dan Majelis 

Komisi, Tim Pemeriksa berkesimpulan tidak ditemukan bukti kuat telah terjadi 

persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang atas 1800 

lembar saham atau setara dengan 40% saham DSS yang ada di AJMI, yang 

dilakukan oleh Manufacturers Life Insurance Company, AJMI, Kurator Ari 

Ahmad Effendi, International Finance Cooperation (IFC), PT Balai Lelang 

Batavia, PT Graha Karya Reksatarna dan Kusmartono sebagai Pejabat Lelang. 

Atas LHPL tersebut maka seluruh terlapor kecuali IFC, menyatakan sepakat dan 

tidak menyampaikan tanggapan. 

Pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Komisi terhadap LHPL dan 

tanggapan dari IFC adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan berpendapat bahwa IFC 

(Terlapor IV) adalah suatu organisasi internasional yang berkantor pusat di 

Washington DC, didirikan berdasarkan Articles of Agreement of 

International Finance Corporation, The United Nations Convention of The 

Privileges and immunities of the Specialized Agencies yang disetujui oleh 

General Assembly of The United Nation pada 21 November 1947. Indonesia 

masuk sebagai anggota IFC dengan meratifikasi konvensi tersebut dalam 

Undang-undang No. 26 Tahun 1956 tentang Keanggotaan Republik 

Indonesia pada Badan Keuangan Internasional, yang bertujuan untuk 

membantu pembangunan perekonomian dengan cara mendorong investasi di 

perusahaan-perusahaan swasta. 

107 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Perkara No. l7/KPPU-U2007 tanggal 
29 Februari 2007. 
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2. Tanggapan IFC terhadap LHPL adalah bahwa IFC mempunyai hak-hak 

istimewa dan immunitas dalam Pasal VI. bagian 3 IFC Articles of 

Agreement - yang dengan tegas melindungi JFC (Terlapor IV) dari 

panggJlan dan pennintaan akan dokumen oleh KPPU. Ha.k-hak istimewa dan 

irnmunitas ini adalah hak~hak istimewa dan immunitas yang tetah disetujui 

oleh Republik Indonesia dalam perjanjian intemasional dan dijamin dengan 

perundang-undangan nasional. 

3. IFC menikmati hak-hak istimewa dan immunitas yang luas. Hak-hak 

istimewa dan inununitas diberikan oleh Articles of Agreement antara negara 

anggota IFC dan United Nations Convenlion on the Privileges and 

immunities oftJte Specialized Agencies mencakup hal-hal berikut ini: 

• Arsip IFC dan "semua dokumen yang dimiliki mereka atau yang dipegang 

mereka" tidak dapat diganggu-gugat. 

• Milik dan asset JFC kebal dari "pemeriksaan, pengambil-alihan, sitaan, [dan] 

ekspropriasi11 dan kebal dari semua proses hukum dan campur tangan dalam 

bentuk Jain, balk dengan tindakan oleh "eksekutif, administratif, judisial atau 

legislatif' dalam wilayah Indonesia. 

• Semua pejabat dan karyawan IFC "kebal dari proses hukum mengenai 

perbuatan yang mereka lakukan daiam kedudukan resmi mereka". 

4. IFC kebal dari "tindakan" yang "dilakukan oleh anggota atau orang yang 

bertindak untuk atau mempunyai luntutan yang berasal dari anggota", 

5. Majelis Komisi berpendapat IFC (Terlapor IV) adalah suatu organisasi 

intemasional yang berkantor pusat di Washington DC~ didirikan berdasarkan 

Articles of Agreement of International Finance Corporation, The United 

Nations Convenlion of The Privileges and immunities of the Specialized 

Agencies yang disetujui oleh General Assembly of The United Nation pada 

21 November 1947. 

6. Indonesia masuk sebagai anggota IFC mclalui Undang-undang No. 26 

Tahun 1956 tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada Badan Keuangan 

lnternasional. 
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7. Dalam perkara a quo, IFC tercatat sebagai salah satu pemegang saham di 

AJMI, mernpunyai hak suara dalam menentukan kebijakan perusahaan dan 

susunan Direksi serta secara !angsung ikut menikmati keuntungan atau 

menanggung kerugian atas kegiatan usaha yang dilakukan AJML 

8. Majelis Komisi berpendapat IFC dapat diperiksa oleh yurisdiksi yang 

berkompeten di wilayah dirnana IFC memiliki kantor berdasarkan article 6 

section 3 dalam A11icles of Agreement of Jntemalional Finance Corporation, 

The United Nations Convention of The Privileges and Immunities of the 

Specialized Agencies. 

9. Majelis Komisi berpendapat IFC adalah suatu lembaga nirlaba namun pada 

saat IFC melakukan penyertaan saham atau penyertaan modal di Indonesia 

maka IFC telah melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam 

UUNo. 5 Tahun 1999. 

I 0. Dengan demikian, Majelis Komisi berkesimpulan bahwa KPPU merniliki 

;,rurisdiksi terhadap IFC dalam perkara a quo 

Setelah mempertimbangkan LHPL dan tanggapan dari Terlapor, Majelis 

Komisi perkara No. 17/KPPU-L/2007 menyatakan bahwa Terlapor I The 

Manufacturers Life lnsurance Company, Terlapor I1 PT Asuransi Jiwa Manulife 

Indonesia, Terlapor III Kurator Ari Ahmad Effendi, Ter!apor IV International 

Finance Corporation, Terlapor V PT Balai Lelang Batavia, Terlapor VI PT Graha 

Karya Reksatama dan Terlapor VII Pejabat Lelang Kusrnartono tidak terbukti 

melanggar ketentuan Pasa122 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Putu.~:~an tersebut diambil dengan mempertimbangkan pemenuhan unsur 

Pasal22 tru No.5 Tahun 1999 sebagai berikut: 

t. Unsur Pelaku Usaba 

a. Peillku usaha dalam Pasal I angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 

hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik 

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan 

berbagai kegiatan usa!Ja dalam bidang ekonomi, 
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b. Dalam perkara ini yang dimaksud pelaku usaha adnlah MLIC (Terlapor 1), 

PT AJMl (Terlapor II), IFC (Terlapor IV), PT Balai Lelang Batavia (Terlapor 

V), dan PT Graha Karya Reksatama (Terlapor VI), yang identitasnya 

disebutkan dnlam bagian Tentang Hnkwn butir Ll putusan ini 

c. Dengan demikian~ unsur pelaku usaha terpenuhi. 

2. Unsur Pihak Lain 

a. Pihak lain adalah para pihak yang terlihat dalam proses tender yang 

melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender 

dan atau subjek hukum lainnya yang terkalt dengan tender tersebut. 

b. Ari Ahmad Effendi (Terlapor III) dan Kusmartono (Terlapor VII) adalah 

pihak lain yang terlibat dalam proses tender. 

c, Dengan demikian, unsur pihak lain terpenuhi. 

3. Unsur Bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang 

tender 

a. Berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang 

dimaksud dengan hersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan o/eh pelaku 

usaha dengan pihak lain alas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun 

dalam upaya memenangkan peserta tender lertentu. 

b. Berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang 

dimaksud dengan tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong 

suatu pekerjaan. untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyedia.kan 

jasa. 

c. Dalam Pedoman Pasal 22 UL' No. 5 Tahun 1999, cakupan dasar penerapan 

pasal 22 UL No. 5 Tahun I 999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga 

yang dapat dilakukan melalui tender terbuka, tender terbatas, pelelangan 

umum, dan pelelangan terbatas. 

d. Pe1e1angan saham PT DSS yang ada di AJMI adalah pe1elangan umum 

sehingga termasuk dalam ruang lingkup yang dapat diperiksa berdasarkan UlJ 

No.5 Tahun 1999. 
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e. Dengan demikian KPPU memiliki yurisdiksi untuk rnemeriksa perkara a quo. 

f. Lelang telah diumumkan secara terbuka melalui Harlan lJmum Suara 

Pembaruan parla tanggal 17 Oktober 2000, Setelah lelang diumumkan, hanya 

ada I (satu) calon peserta yang mendaftar dan membayar uang jaminan yaitu 

MLIC. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

337/KMKOI/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak menyebutkan 

secara eksplisit mengenai jurnlah minimal peser1a lelang. Secara a contrario, 

karena jumlah minimal peserta lelang tidak diatur maka lelang yang hanya 

diikuti oleh 1 (satu) peserta tidak menyalahi aturan dalam Keputusan Menteri 

tersebut 

g, Pasal 50 Undang-Undang No. I Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas 

rnenyebutkan: "Dalam anggaran dasar dapat diatur ketentuan pembalasan 

pemindahan hak atas saham yaitu: (a) Keharusan menawarkan lerlebih 

dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham 

lainnya; dan atau (b) Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu 

dari organ perseroan ". 

h. Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar AJMI menyatakan '"Penjuaian dan pemindahan 

hak atas saham hanya diperbolehkan kepada para pemegang saham lainnya 

atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Rape! Umum Pemegang Saham dan 

dengan tidak mengurangi persetujuan dari pihak yang berwenang". 

J. Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar AJMI menyatakan "Pemegang saham yang 

hendak menjual saham harus menawarkan secara tertulis terfeblh dahulu 

kepada para pemegang saham lainnya dengan menyebutkan dalam penawaratl 

terse but harga dan persyaratan penjualan terse but dan memberitahukan kepada 

Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. 

J. Ari Ahmad Effendi meminta persetujuan kepada MLIC dan IFC selaku 

pemegang saharn AJMI untuk melakukan lelang alas saham PT DSS di AJMI. 

k. Selain menyetujul untuk menjual saham PT DSS di AJ1vll melalui !clang. 

MLIC dan IFC selaku pemegang saham AJMI juga menyetujui untuk menjual 

saharn tersebut kepada MLIC atau kepada perseroan lain yang berkaitan 

dengan MLIC. Tindakan MLlC dan IFC menyetujui hal-hal tersebut adalah 
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bentuk pre~emptive right sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 3 dan 4 

Anggaran Dasar AJMI. 

1. Majelis Komisi sependapat dengan penerapan bentuk pre-emptive right di 

atas. 

m. MajeHs Komisi menilai tindakan Kurator menunjuk PT Balai Lelang Batavia 

sebagai penyelenggara jasa pra lelang, tindakan Kusmartono sebagai Pejabat 

Lelang dalam melaksanakan lelang, dan tindakan PT Balai Lelang Batavia 

dalam melaksanakan jasa pra lelang adalah bukan dalam rangka meluluskan 

MLIC sebagai pemenang lelang, 

n. Majelis Komisi juga menilai tindakan PT Graha Karya Reksatama dalam 

menentukan nilai saham adalah bukan dalam rangka mengatur MLIC sebagai 

pemernmg lelang. 

o. Dengan demikian, tindakan tersebut bukan merupakan benluk persekongkolan 

yang dilakukan untuk memenangkan ML!C dalam lelang saham PT DSS di 

AJMI, sehlngga unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan 

pemenang tender. tidak terpenuhi. 

4. Unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

a. Harga lelang yang dimenangkan oleh :tvHLC lebih tinggi darl ha.rga yang 

ditaksir oleh PT Graha Karya Reksatarna. 

b. Tidak ada pihak yang keberatan terhadap lelang yang hanya diikuti satu 

peserta saja sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. 

c. Dengan demikian, unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak 

sehat, tidak terpenuhi 

Dalam putusannya, KPPU menyatakan para Terlapor dalam Perkara No. 

17/KPPU-L/2007 tidak bersalah melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. S Tahun 

l999 sehingga para Terlapor menerima Putusan KPPU tersebut dan tidak 

melakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri. Dalam perkara No. 

17/KPPU·U2007 ini Majelis Komisi menyimpulkan bahwa KPPU berwenang 

menangani perkara persekongkolan Ielang, namun dalam peleJangan saham 
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PT DSS di AJMI terse but tidak terdapat persekongkolan untuk mengatur dan atau 

memenangkan MLIC. 

Universitas Indonesia 
Analisis Yuridis..., Dewi Sita Yuliani, FH UI, 2008



A. Kesimpulan 

BABY 

PENUTUP 

Praktik persekongkolan dalam tender dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 

22 No. 5 Tahun 1999 karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan 

bertentangan dengan tujuan pela.ksanaan tender yaitu memberi kesempatan yang 

sama kepada pelaku usaha dalam bentuk penawaran harga yang bersaing sehingga 

pengguna barang atau jasa dapat bersaing dalam kualitas barang ataujasa tersebut. 

Di Indonesia, praktik persaingan usaha tidak sehat terjadi dalam berbagai kegiatan 

bisnis, seperti praktik persekongkolan perusahaan tertentu untuk memenangkan 

tender, baik tender pengadaan barang dan jasa maupun tender penjualan atau 

lelang barang di lembaga atau instansi pemerintah, maupun lelang di perusahaan 

swasta. 

Berdasarkan basil penelitian dan analisis sebagairnana diuraikan dalarn 

bab-bab terdahulu, penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

1. KPPU berwenang menangani perkara persekongkolan lelang. Hal ini sesuai 

dengan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa 

pengertian tender mencakup tawaran harga untuk rnengajukan harga untuk: 

a. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan. 

b. Mengadakan barang dan ataujasa. 

c. Membeli suatu barang dan atau jasa. 

d. Menjual suatu barang dan atau jasa. 

Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 UU 

No. 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat 

dilakukan melalui: 

a. Tender terbuka, 

b. Tender terbatas, 

c. Pelelangan umurn, dan 

82 Universitas Indonesia Analisis Yuridis..., Dewi Sita Yuliani, FH UI, 2008



83 

d. Pelelangan terbatas. 

Berdasarkan cakupan dasar tersebut, maka pemiJihan langsung dan 

penunjukan langsung yang merupakan bagian dari proses tender/lelang juga 

tercakup dalam penerapan Pasal22 UU No.5 Tahun 1999. 

Dari kesimpulan tersebut. maka KPPU sudah tepat dalam memmgani 

Perkara No. 04/KPPU-U2005 tentang Pelelangan Gula !legal yang 

dimenangkan oleh PT Angels Products, dan Perkara No. 17/KPPU-L/2007 

tentang Pelelangan Saham PT Dharmala Sakti Sejahtera yang ada di PT 

As1,1ransi Jiwa Manutife Indonesia. 

2. KPPU harus membuktikan seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 22 UU 

No. 5 Tahun 1999. Pedoman Pasal 22 UU 'lo. 5 Tahun 1999 menjabarkan 

Pasal22 menjadi 5 unsur yaitu: 

a. Unsur Pelaku usaha 

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal I butir 5, pefaku usaha adalah '"setiap 

orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau 

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau rnelakukan 

kegiatan dalam wilay.ah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 

maupun i;>ersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai 

kegiatan usaha dalam bidang ekonoml. 

b. Unsur Bersekongkol 

Bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan 

pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya 

memenangkan peserta tender tertentu. 

Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa; 

• Kerjasama antara dua pihak atau febih; 

• Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian 

dokurnen dengan peserta lainnya; 

• Membandingkan dokumen tender sebeJum penyerahan; 

• Menciptakan persaingan semu; 

• Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; 
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• Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau 

sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur 

dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. 

• Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak 

terkait secara langsung maupwt tidak langsung kepada pelaku usaha yang 

mengikuti tender. dengan can melawan hukum. 

c. Unsur Pihak lain 

Pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horisontal) yang terlibat dalam 

proses tender yang melakukan persekongkolan tender, baik pelaku usaha 

sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan 

tender tersebut 

d. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender 

Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan 

para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang 

bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan 

atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. 

Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain 

dilakukan dala.m hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, 

keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya. 

e. Unsur Persaingan usaha tidak sehat 

Persaingan usaha tidak sehat adaiah persaingan antar pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan atau pernasaran barang dan atau jasa 

yang dilakukan dengan earn tidak jujur atau rnelawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha. 

3. Dalam penjabaran unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, unsur 

bersekongkol dan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender 

sering disatukan sehlngga menjadi bersekongkol untuk mengatur dan 

menentukan pemenang tender. Hal ini dapat dibenarkan karena perilaku 

bersekongkol terkadang tidak dapat dipisahkan dari perilaku untuk mengatur 

dan atau menentukan pemenang tender. 
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B. Saran 

I. KPPU hendaknya konsisten dalam menjabarkan seluruh unsur Pasal 22 UU 

No. 5 Tahun 1999, sehingga apa yang terjadi dalam Perkara No. 04/KPPU­

L/2005 dimana Majelis Komisi tidak menjabarkan unsur pelaku usaha dan 

pihak lain, tidak terulang kern bali. 

2. Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah pasal yang pendekatan hukumnya 

menggunakan rule of reason sehingga mengharuskan KPPU mernperoleh 

bahan-bahan penelitian yang lengkap untuk melakukan proses pemeriksaan 

dan dalarn melakukan anaJisis secara mendalam sebe[um memutus perkara 

untuk membuktikan terjadinya persalngan usaha tidak sehat dalam 

persekongkolan tender. Oleh karena itu, pembuat UU atau DPR perlu 

mengamandemen Pasal 22 UU No. 5 Tahun !999 sehingga menggunakan 

pendekatan hukum Per Se Illegal dengan menJadakan kata~kata 

" ........ sehingga mengakibatkt:m persaingan usaha tidak sehat." 
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